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Mengawali tahun 
2023, Januari 
lalu, Ketua DPR 
RI Puan Maharani 
bersama 
Presiden 
Joko Widodo 
menyambut 
kedatangan 

Ketua Parlemen Korea Selatan Kim 
Jin-Pyo di Tanah Air. Pertemuan 
dengan delegasi parlemen Korsel 
membahas 50 tahun hubungan 
Indonesia-Korsel. Perjanjian kerja 
sama ekonomi kedua negara 
berupa ratifikasi Indonesia Korea 
Comprehensive Economic Partnership 

A g r e e m e n t (IKCEPA) 
dibicarakan 

50 Tahun Hubungan Indonesia-Korsel

Saling Dukung Eksekutif Legislatif

K A L E I D O S K O P  2 0 2 3

K E T U A  D P R  R I

kembali.
“Saya selaku Ketua DPR RI 

menerima secara resmi Ketua 
DPR Korea, Speaker Kim dan 
melaksanakan pembicaraan bilateral 
juga melaksanakan working lunch 
untuk saling mendukung antara 
eksekutif dan legislatif,” jelas Puan. 
Delegasi parlemen Korsel juga 
mengunjungi perusahaan otomotif 
milik Korsel yang ada di Indonesia, 
yaitu pabrikan Hyundai di Cikarang.

Bertemu Ketua Dewan 
Britania Raya

Februari lalu, Ketua DPR RI Puan 
Maharani bertemu Speaker of the 

House of Commons of the United 

Kingdom (UK) Sir Lindsay Hoyle di 
London, Inggris, untuk membicarakan 
diskriminasi produk-produk kelapa 
sawit Indonesia. Selain itu, dibicarakan 
pula kerja sama pengembangan 
green technology dan transfer 
teknologi untuk menghadapi 
p e r u b a h a n iklim. Puan juga 
meminta Inggris mempermudah 
pembuatan visa bagi WNI untuk 
masuk ke Inggris, termasuk bagi 
pelajar Indonesia. 

Menurut perempuan pertama 
yang menjabat Ketua DPR 

RI ini, upaya peningkatan 
hubungan people to people 
antara Indonesia dan 
Inggris sangat penting. 
Sebab, hal itu dapat 
menjadi dasar hubungan 
yang kuat dan 
langgeng antarkedua 
negara. Puan 
mendukung program 
pertukaran dan kerja 
sama praktis antara 
Inggris-Indonesia 
di berbagai 

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Ketua Parlemen 

Korsel Kim Jin-pyo.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat bertemu Presiden Joko 

Widodo di Istana Kepresidenan.
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bidang, termasuk dalam hubungan 
parlemen. Menurut Puan, hubungan 
antarparlemen telah memberikan 
kontribusi nyata bagi masyarakat 
Indonesia dan Inggris.  

Bertemu Presiden Jokowi
Maret silam, Ketua DPR Puan 

Maharani menemui Presiden Joko 
Widodo di Istana Kepresidenan untuk 
memperkuat hubungan legislatif 
dan eksekutif. Sejumlah isu dibahas, 
seperti persiapan Pemilu 2024. 
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diterima Ketua Dewan Rakyat Malaysia 
Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. Isu 
yang mengemuka dalam pertemuan 
itu adalah penangkapan ikan ilegal, 
batas maritim, dan batas darat kedua 
negara.

“Saya mendukung upaya 
finalisasi perjanjian mengenai 
delimitasi maritim di segmen Laut 
Sulawesi dan Selat Malaka. Saya 
juga akan memastikan bahwa DPR 
RI, melalui fungsi pengawasannya, 
akan terus memantau progres dari 
instrumen tersebut,” ungkap  Puan.

Serukan Kemerdekaan 
Palestina

Ketua DPR RI Puan Maharani 
menghadiri Aksi Bela Palestina yang 
digelar di Monas, Jakarta, November 
lalu. Acara yang dihadiri 1,5 juta 
massa ini menghadirkan pula Menko 
PMK Muhadjir Effendi, Menteri Luar 
Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas, Wakil Presiden 
ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil 
Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, 
hingga tokoh Muhammadiyah Din 
Syamsuddin.

Puan yang menggunakan baju 
putih lengkap dengan syal bergambar 
bendera Palestina dan Indonesia 
itu memaparkan, salah satu tujuan 
kemerdekaan Indonesia sesuai UUD 
1945 ialah menciptakan ketertiban dan 
perdamaian dunia. “Bangsa Indonesia 
sejak zaman Bung Karno presiden 
pertama hingga saat ini, tetap tegas, 
konsisten mendukung kemerdekaan 
Palestina,” seru Puan.  mh

Ketua DPR RI Puan Maharani saat pertemuan bilateral 

dengan Ketua Parlemen Malaysia, Tan Sri Dato Johari Bin 

Abdul di Gedung Parlemen, Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober 

lalu.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat mengikuti Aksi Bela 

Palestina di Monas, Jakarta Pusat. 
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Menurut Puan, kerja sama 
legislative-eksekutif sangat penting, 
mengingat kerja sama ini tidak 
hanya pelaksanaan fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan, namun 
juga menyelesaikan berbagai 
persoalan bangsa. “Kami berharap 
bisa mengatasi berbagai persoalan di 
masyarakat melalui desain keputusan 
politik,” tutur Puan. 

Sampaikan Pesan AIPA
Mei lalu, Ketua DPR Puan Maharani 

menyampaikan pesan dari ASEAN 

Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 
di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, NTT. 
Dikatakan Puan, ASEAN akan menjadi 
episentrum pertumbuhan dalam 
berbagai sektor. Ini terbukti dari 
pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun 
2023 sebesar 4,8 persen, jauh lebih 
tinggi dibandingkan pertumbuhan 
ekonomi dunia yang hanya naik 2,8 
persen. 

“Namun dengan tantangan 
global yang belum pernah terjadi 
sebelumnya dan dinamika regional 
yang membayangi kawasan, kami juga 
menyadari bahwa masih banyak yang 
harus dilakukan dalam hal menjaga 
stabilitas kawasan sebagai prasyarat 
pembangunan,” imbuhnya. 

Peresmian KRI Bung Karno
Ketua DPR Puan Maharani 

menyaksikan peresmian KRI Bung 
Karno-369, 1 Juni lalu.

Kapal korvet ini akan menjadi kapal 

kepresidenan Indonesia yang baru. 
Acara serah terima dan peresmian 
KRI Bung Karno diselenggarakan 
di Mako Kolinlamil, Jakarta Utara. 
Puan hadir mendampingi Presiden 
ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. KRI 
Bung Karno sendiri merupakan kapal 
pengganti KRI Barakuda yang sudah 
beroperasi selama 27 tahun.

Peresmian KRI Bung Karno 
sengaja dilakukan bertepatan dengan 
peringatan Hari Lahirnya Pancasila 
dan berdekatan dengan peringatan 
hari lahir Sukarno. TNI sengaja 
menamakan KRI ini dengan nama 
Bung Karno karena latar belakang 
tekad dan perjuangan presiden 
pertama Indonesia tersebut terhadap 
dunia maritim Indonesia.

Membangun Peradaban 
Politik Hukum

Ketua DPR Puan Maharani 
menyerukan pentingnya membangun 
peradaban politik hukum nasional 
demi mewujudkan harapan rakyat. 
Ini disampaikan Puan pada Hari 
Konstitusi yang jatuh setiap tanggal 
18 Agustus. Ia mengajak semua pihak 
kembali memaknai amanah UUD 1945 
yang di dalamnya memuat cita-cita 
kemerdekaan Indonesia.

“Konstitusi Negara, Undang 
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945, mengamanatkan 
bahwa Indonesia adalah negara 
hukum. Oleh karena itu, hukum 
mengatur kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” tandasnya. Hari Konstitusi 
merupakan momentum bersejarah 
dalam memperingati sistem 
ketatanegaraan Indonesia. Tanggal 
18 Agustus adalah momen Bung 
Karno dan Bung Hatta dilantik sebagai 
Presiden dan Wakil Presiden RI yang 
pertama.

Kerja Sama 
Indonesia-Malaysia

Oktober silam, Ketua DPR Puan 
Maharani berkunjung ke Malaysia 
untuk membangun kerja sama 
maritim. Di Kuala Lumpur, Puan 
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Dukung Digitalisasi Sistem 

Pembayaran Tol 

Awal Tahun 
2023, Wakil 
Ketua DPR RI 
Koordinator 
Bidang 
Industri dan 
Pembangunan 
(Korinbang) 
Rachmat Gobel, 

menerima kunjungan pimpinan 
Roatex Ltd, sebuah perusahaan 
jasa pelayanan sistem pembayaran 
jalan tol dari Hungaria. Pertemuan 
tersebut membahas penerapan 
digitalisasi sistem pembayaran jalan 
tol. Digitalisasi sistem pembayaran 
jalan tol merupakan hal yang baik 
dan patut didukung. Untuk itu, DPR 
mendukung digitalisasi sistem 
pembayaran jalan tol ini.

“Digitalisasi sistem pembayaran 
jalan tol ini,” kata Gobel, “akan 
menciptakan efisiensi sekaligus 

meningkatkan produktivitas. Hal 
ini terjadi karena penghematan 
dalam operasional jalan 
tol maupun mengurangi 
kemacetan di pintu tol. 
Mobilitas jadi lebih baik, 
penggunaan bahan bakar 
menjadi berkurang, dan polusi 
udara akibat kemacetan pun 
menjadi berkurang,” sebutnya. 

Pelaku Usaha ‘Start-Up” 
Ramaikan Bisnis 

April lalu, Wakil 
Ketua 
Rachmad 
Gobel, 
mengajak 
pelaku 
usaha 
start-up 

milenial untuk meramaikan bisnis 
di Gorontalo. Hal itu disampaikan 
Gobel saat menghadiri dialog 
dengan pelaku usaha skala UMKM 
dan pelaku usaha start up milenial di 
Gedung Bank Indonesia, Perwakilan 
Gorontalo.

“Saya sedang melakukan 
investasi di Danau Perintis di Bone 
Bolango dan kawasan ekonomi 
khusus pangan di Gorontalo Utara. 
Silakan manfaatkan. Nanti ada booth 
khusus untuk milenial,” kata Gobel. 

Soroti Kebijakan Subsidi 
Kendraraan Listrik 

Mei silam, Wakil Ketua Korinbang, 
Rachmad Gobel, menyoroti kebijakan 
pemerintah yang memberikan 
subsidi kendaraan (mobil) listrik. 

Menurutnya, pemerintah 
seharusnya fokus 

membangun 
pemerataan 
ekonomi, 

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel saat melakukan 

kunjungan bersama Delegasi DPR RI  ke Hungaria.
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Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel saat memberikan 

sambutan dalam acara yang diadakan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) di Kecamatan Gentuma, Kabupaten 

Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Juni Lalu.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat menerima kunjungan delegasi dari Jepang yang dipimpin oleh (H.E) Mr. Izumi Hiroto 

di DPR RI, Senayan.
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menanggulangi kemiskinan serta 
memperkuat sektor pertanian, 
perikanan, dan pangan dibanding 
menggelontorkan subsidi untuk 
kendaraan listrik.

Gobel mengatakan, sektor-
sektor tersebut seharusnya 
mendapat gelontoran subsidi, karena 
orang miskin yang sebenarnya 
paling berhak dibantu. “Mari kita 
efektifkan dana negara untuk hal-
hal yang prioritas dan mendesak. 
Keberpihakan kita harus jelas untuk 
siapa dan kepada siapa” ujar Gobel.

Bahaya Pinjol Ilegal 
Wakil Ketua DPR RI Rachmad 

Gobel, mengingatkan masyarakat  
bahaya pinjaman online (pinjol) 
ilegal dan investasi bodong. Hal itu, 
Gobel sampaikan saat memberikan 
sambutan dalam acara yang 
diadakan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) di Kecamatan Gentuma, 
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi 
Gorontalo. Juni silam.

Hal itu, lanjut Gobel, penting 
disampaikan kepada masyarakat 
Gorontalo. Gobel menilai, 
sebagai salah satu provinsi termiskin 
di Indonesia, Gorontalo merupakan 
salah satu target jasa pinjol maupun 
investasi bodong. Beberapa tahun 

lalu banyak warga Gorontalo tertipu 
investasi bodong maupun pinjol 
ilegal. Kini, penipuan tersebut 
kembali marak di Gorontalo. Bahkan 
pada 12 Juni, seorang wanita berusia 
23 tahun dari Gorontalo ditemukan 
tewas gantung diri yang diduga 
karena terjerat pinjol. “Jangan mudah 
tergoda iming-iming pinjol, terutama 
yang ilegal. Rakyat Gorontalo 
merupakan salah satu sasaran pinjol 
ilegal dan investasi bodong,” kata 
Gobel.  

Kebijakan Lindungi 
UMKM 

September lalu, Wakil Ketua DPR 
RI Rachmad Gobel, mengingatkan 
agar kebijakan nasional, khususnya 
di sektor ekonomi, harus melindungi 
usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) pertanian, perikanan, dan 
perkebunan. Namun, kebijakan yang 
memperkuat NKRI juga bisa dimaknai 
lebih luas di sektor-sektor lain.

Gobel juga mencontohkan 
pengalamannya saat menjadi Menteri 
Perdagangan. Saat itu, politisi Partai 
NasDem ini melarang impor tekstil 
bermotif kain tradisional Indonesia 
seperti batik, tenun, sulam, songket, 
sasirangan, dan sebagainya, karena 
dianggap bisa mematikan pengrajin 
kain tradisional Indonesia.

“Jika sudah mati, maka warisan 
budaya kita bisa punah. Generasi 
penerus kita bisa tidak kenal lagi 
dengan beragam kain tradisional 
dan sejarahnya sendiri. Ini sangat 

K A L E I D O S K O P  2 0 2 3

KORINBANG

melemahkan NKRI. Budaya adalah 
pertahanan terdalam suatu bangsa, 
karena di sana ada nilai-nilai dan 
sejarah,” tegas legislator Dapil 
Gorontalo tersebut.

Terima Delegasi Jepang 
Oktober lalu, Wakil Ketua DPR 

RI Rachmad Gobel, menerima 
kunjungan delegasi Jepang 
yang dipimpin oleh Izumi Hiroto. 
Dalam kunjungan ini, kedua pihak 
mendiskusikan rencana Jepang ikut 
berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) 
Nusantara. Merespon hal tersebut, 
Gobel mendorong Jepang bisa 
berinvestasi di IKN dengan konsep 
kota berwawasan lingkungan.

“Jepang memberikan respon 
sangat positif. Mereka berkeinginan 
sekali untuk ikut menjadi bagian 
dalam membangun ibu kota baru 
itu sendiri dan saya mendorong 
Jepang, karena Jepang mempunyai 
konsep-konsep pembangunan kota 
berwawasan lingkungan,” papar 
Gobel.

Konsep kota berwawasan 
lingkungan mencakup perencanaan 
dan pengelolaan perkotaan yang 
berfokus pada keberlanjutan dan 
penghormatan terhadap lingkungan. 
Seperti pemanfaatan ruang hijau, 
transportasi berkelanjutan, efisiensi 
energy, dan air, yang menerapkan 
sistem pengelolaan limbah yang 
efektif, serta melibatkan masyarakat 
dalam proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan. mh 
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Sambut Baik RUU PPRT 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima perwakilan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga 

( JALA PRT) di Gedung Nusantara III.

F
O

T
O

: J
A

K
A

/
N

R

Mengawali 
tahun 2023, 
Januari silam, 
Wakil Ketua 
DPR RI Bidang 
Koordinator 
Kesejahteraan 
Rakyat 
(Korkesra), 
Abdul Muhaimin 

Iskandar kembali menegaskan 
urgensi pengesahan RUU 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
(PPRT). Ia menyambut baik kehadiran 
RUU ini. Ketika itu ia mendesak agar 
RUU PPRT jadi prioritas pembahasan, 
agar segera diundangkan. Baginya, 
perlindungan terhadap PRT bagian 
dari menegakkan prinsip hak asasi 
manusia.

“Saya sangat berharap, 
mari kita semua (fraksi dan 
pemerintah) memprioritaskan demi 
kemanusiaan, harkat, dan martabat 
warga bangsa. Mari kita sukseskan 
Undang-Undang Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga,” ujar politisi 
yang kerap disapa Gus Muhaimin 
saat menerima perwakilan Jaringan 

Nasional Advokasi Pekerja Rumah 
Tangga (JALA PRT) di Gedung DPR RI.

Samarkand Jadi Kota 
Transit 

Febuari lalu, Wakil Ketua DPR RI 
Abdul Muhaimin Iskandar menerima 

kunjungan Head of Departemen of 

The General Directorate of Tourism 

and Cultural Heritage of Samarkand 

Region, Mahmud Ahmedov. Dalam 
pertemuan tersebut, Ahmedov 
menawarkan kepada Indonesia 
untuk menjadikan Kota Samarkand 
di Uzbekistan menjadi salah satu 
alternatif kota transit bagi jemaah 
umroh asal Indonesia.

Terhadap penawaran tersebut, 
politisi Fraksi PKB ini menyambut 
baik dengan mengusulkan dua 
syarat, yakni harga yang lebih murah 
dibanding transit di Turki serta 
kesiapan fasilitas dan infrastruktur 
di Samarkand yang memadai. “Ya, 
intinya menarik dengan dua syarat, 
saya bilang syarat yang pertama 
lebih murah dibanding Turki. Syarat 
yang kedua fasilitas infrastruktur di 
Samarkand itu memadai,” jelasnya 
kepada Parlementaria.

Tolak APBN Sebagai 
Jaminan Kereta CepatWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Head of Department of The 

General Directorate of Tourism and Cultural Heritage of Samarkand Region, Mr. Mahmud Ahmedov.
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April lalu, Wakil Ketua DPR 
RI Abdul Muhaimin Iskandar 
mendukung langkah Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Menko Marves) Luhut 
Binsar Panjaitan yang menolak 
permintaan China yang bersikeras 
ingin APBN menjadi penjamin 
pinjaman utang proyek Kereta Cepat 
Jakarta-Bandung (KCJB).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) itu menegaskan, 
pemerintah harus lebih tegas dan 
memastikan proyek KCJB benar-
benar business to business (B to 
B), sehingga seharusnya tidak 
membebani APBN sama sekali. “Yang 
perlu dipastikan itu proyek KCJB 
seharusnya B2B, saya kira cukuplah 
dana PMN disuntikkan, jangan lagi 
bebani APBN sebagai penjamin 
utang,” tegas Gus Muhaimin.

Kenaikan Dana Desa
Mei lalu, Wakil Ketua DPR 

RI Abdul Muhaimin Iskandar 
mendorong pemanfaatan Dana Desa 
dioptimalkan untuk mengentaskan 
kemiskinan ekstrem yang masih 
ada di sejumlah wilayah di 
Indonesia.

“Saat ini tidak 
ada tokoh yang 
menolak 
kesuksesan 
desa dalam 
mengelola 
dana desa. 
Semua tokoh 
percaya 
terhadap desa. 
Karena itu, saat 
inilah 

muncul peluang yang besar untuk 
meningkatkan dana desa, dari rata-
rata Rp1 miliar per desa tahun ini, 
kelak menjadi Rp5 miliar per desa. 
Saya optimis kalau nanti dana desa 
bertambah, kemiskinan ekstrem 
bisa segera dihilangkan, sehingga 
kesejahteraan jadi merata,” seru Gus 
Imin.

Benahi Ketahanan 
Pangan Dalam Negeri

Pertengahan Juli 
silam, Wakil Ketua DPR RI 
Abdul Muhaimin Iskandar 
mengingatkan pemerintah 
dan stakeholder pertanian 
Indonesia fokus kolaborasi 

ketahanan pangan di dalam 
negeri. Hal itu diungkap pria 

yang akrab disapa 
Gus Imin 

menanggapi pertemuan Indonesia 
dan ASEAN dengan Rusia, India, dan 
Kanada.

“Kolaborasi dengan ASEAN dan 
negara lain soal ketahanan pangan 
itu perlu. Tetapi saya kira dengan 
kondisi saat ini seharusnya kita fokus 
kolaborasi di dalam negeri dulu, 
perkuat dulu ketahanan pangan kita 
dari hulu sampai hilir,” kata Gus Imin.

Bertemu Dubes Zuhaie 
Al-Shun 

Oktober lalu, Wakil Ketua DPR RI 
Abdul Muhaimin Iskandar, menerima 
kunjungan Duta Besar (Dubes) 
Palestina untuk Indonesia Zuhair 
Al-Shun. Pertemuan ini dilakukan di 
tengah konflik Hamas dan Israel yang 
masih berkecamuk.

Gus Imin memastikan, Indonesia 
sebagai negara berpenduduk 
Islam terbanyak di dunia berada 
di belakang Palestina. “Ya hari ini 
saya menerima kunjungan yang 
terhormat Dubes Palestina, Bapak 
Zuhair. Sebagai Pimpinan DPR, saya 
memastikan bahwa Indonesia ada 
di belakang Palestina. Kami tentu 
mengutuk perang, kedua belah pihak 
harus menghentikan peperangan,” 
kata Gus Imin.  mh 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, (H.E) 

Zuhair Al-Shun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Oktober lalu.
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Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus saat rapat 

konsultasi membahas pencalonan delapan Duta Besar Luar 

Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik 

Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Juli 

lalu.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Delegasi dan Anggota Parlemen 

Jepang yang dipimpin oleh Mr. Wada Yoshiaki (Head of Delegation) di Gedung Nusantara III, Jakarta, Juni lalu.
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Januari 2023 
silam, Wakil 
Ketua DPR 
RI Bidang 
Koordinator 
Politik dan 
Keamanan 
(Korpolkam) 
Lodewijk F. 

Paulus membuka acara Perayaan 
Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 di 
komplek parlemen. Dalam pidatonya, 
Lodewijk mendorong parlemen 
terus membawa pesan perdamaian 
dan semangat persatuan kepada 
segenap rakyat Indonesia.

Lodewijk mengatakan, saat ini 
kita diharuskan beradaptasi dengan 
kebiasaan baru agar dapat hidup 
normal di tengah pandemi Covid-19. 
Namun, di tengah-tengah situasi 
baru, masyarakat di seluruh dunia 
akan menghadapi kegentingan 
global atau the perfect storm. The 

perfect storm yang dimaksud adalah 
Covid–19, climate change, commodity 

price, dan cost living.

Menerima Delegasi 
Parlemen Jepang

Juni lalu, Wakil Ketua DPR 
RI Lodewijk F. Paulus menerima 
kunjungan delegasi dan anggota 
Parlemen Jepang yang dipimpin 
Wada Yoshiaki. Lodewijk 
mengatakan, salah satu isu yang 
dibahas adalah peningkatan 
hubungan bilateral Jepang-Indonesia 
sekaligus perkembangan situasi 
pertahanan dan keamanan (Hankam) 
di kedua negara. 

Kerja sama penanggulangan 
terorisme, penanggulangan bencana, 
serta memperkuat kapasitas maritim 
jadi isu bersama yang dibahas dalam 
pertemuan tersebut. ”Hubungan 

Antarparlemen Indonesia-Jepang 
sudah berlangsung lama dan 
bersifat konstruktif. Sejauh ini, 
parlemen kedua negara senantiasa 
memberikan dukungan dan 
penguatan kepada pamerintah 
kedua negara dalam peningkatan 
kerja sama bilateral kedua negara,” 
jelasnya Lodewijk.

Konsultasi Delapan Calon 
Dubes

Juli silam, Wakil Ketua DPR 
RI Lodewijk bersama pimpinan 
Komisi I dan Kemenlu menggelar 
rapat konsultasi pencalonan 
delapan duta besar luar biasa dan 
berkuasa penuh. Kedelapan calon 
itu ditempatkan di Perserikatan 
Kerajaan Britania Raya dan Irlandia 
Utara, Republik Angola, Kerajaan 
Swedia, Republik Islam Iran, 
Republik Demokratis Rakyat Laos, 
Republik Siprus, Republik India, dan 
Republik Argentina. 

Khusus ketiga negara Eropa 

jadi perhatian, lantaran masih ada 
larangan produk kelapa sawit yang 
dihasilkan Indonesia oleh Uni Eropa. 
“Kita di-banned embargo terkait 
minyak sawit. Yang mereka ingin 
minyak bunga matahari ya. Bunga 
matahari sebanyak berapapun, kan, 
pasti kalah dengan sawit yang satu 
tandan aja bisa jadi berapa liter, 
katakan demikian,” tuturnya.
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Sambut Natal dan

Tahun Baru 2023
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Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai Parlementaria usai menghadiri Rapat Paripurna, Agustus lalu.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat menerima kunjungan kehormatan delegasi Parlemen Kroasia (Sabor) di Ruang 

Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Agustus lalu.

Apresiasi Wapres 
Berkantor di Papua

Agustus silam, Wakil Ketua DPR 
Lodewijk F. Paulus mengapresiasi 
langkah Wakil Presiden (Wapres) 
Ma’ruf Amin yang berkantor selama 
sepekan di Papua. Menurutnya, 
dengan berkantor di Papua akan 
memperpendek rantai komando dan 
memudahkan mengambil keputusan 
masalah pangan dan lainnya.

“Saya pikir (langkah berkantor di 
Papua) itu ide yang sangat bagus. Di 
sana ada masalah tentang pangan, 
dampak dari perubahan cuaca. 
Saya pikir adanya Wapres di sana 
akan memotong rantai komando, 
chain of command-nya akan lebih 
pendek, sehingga segera akan ada 
keputusan,” ujarnya saat dimintai 
komentarnya.

Kroasia Pintu Masuk 
Sawit Indonesia

Bagi Indonesia, Republik Kroasia 
merupakan mitra kerja sama 
yang strategis di kawasan Balkan. 
Indonesia dan Kroasia telah memulai 
hubungan diplomatik di tahun 1992. 
Dengan meningkatnya kunjungan 
dan dialog yang dijalankan kedua 
parlemen menandakan turut 
meningkatnya kesepahaman atas 

isu-isu strategis seperti politik, 
pertahanan, dan ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk 
F. Paulus, Agustus lalu, menerima
delegasi parlemen Kroasia. Satu hal 
yang diapresiasi Lodewijk adalah
Kroasia jadi pintu masuk bagi ekspor 
kelapa sawit (CPO) Indonesia melalui
pelabuhan laut di Kroasia ke kawasan
Eropa bagian tengah dan timur.

“Tentunya ini (kunjungan 
Parlemen Kroasia) sangat bagus 

ya, apa yang kita harapkan. Mereka 
memang negara relatif kecil di 
Eropa, tetapi mereka mempunyai 
pelabuhan laut yang bagus dan 
ada tiga pelabuhan modern di sana. 
Nah, apa artinya buat Indonesia? 
Kita tahu masih bermasalah dengan 
CPO kita untuk masuk ke Uni Eropa. 
Diharapkan dengan pintu masuk 
pelabuhan modern di Kroasia jadi 
pintu masuk CPO,” ujar Lodewijk.

Sambut Baik Panglima 
TNI Baru

Oktober silam, Wakil Ketua DPR 
Lodewijk F Paulus menyambut baik 
pergantian Panglima TNI yang baru. 
Lodewijk menilai, Jenderal Agus 
Subiyanto memiliki rekam jejak yang 
baik sebagai calon tunggal pengganti 
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo 
Margono. Dikatakan Lodewijk, Agus 
pernah menjabat Wakasad dan 
KASAD TNI.

“Namanya orang sudah sampai 
bintang tiga, itu track record-nya 
bagus, kenapa? Karena dia sudah 
melalui (banyak pengalaman), 
sekarang hanya berapa orang sih 
yang jadi bintang tiga? Artinya, sudah 
melalui seleksi alam,” kata Lodewijk. 

mh
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menemui massa pengunjuk rasa yang berasal dari para perangkat desa se-

Indonesia, di depan Gedung DPR RI. 
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Januari 
silam, Wakil 
Ketua DPR RI 
Koordinator 
Bidang 
Ekonomi dan 
Keuangan 
(Korekku), 
Sufmi Dasco 

Ahmad menemui massa pengunjuk 
rasa, para perangkat desa se-
Indonesia di depan Gedung DPR RI, 
Senayan, Jakarta. Dalam aspirasinya, 
para perangkat desa menuntut 
revisi UU No.6/2014 tentang Desa. 
Beberapa tuntutannya adalah masa 
jabatan kepala desa, moratorium 
pemilihan kepala desa, pejabat 
pelaksana yang ditugaskan, hingga 
permasalahan dana desa. 

Ia juga menyebut DPR 
telah memberikan fasilitas bagi 
perwakilan kepala desa untuk 
bertemu dengan Baleg DPR RI 
membahas tuntutan revisi UU Desa. 
Diketahui, pertemuan perwakilan 

perangkat desa dengan Baleg DPR 
RI itu berlangsung di hari yang sama 
usai melakukan unjuk rasa di depan 
Gedung DPR tersebut. “Terutama 
harapan dari kepala-kepala desa 
agar revisi UU No.6/2014 ini bisa 
masuk dalam Prolegnas di 2023,” 
paparnya.

Tindak Tegas KKB
Febuari lalu, Wakil Ketua DPR RI 

Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan 
keprihatinannya atas peristiwa 
pembakaran pesawat Susi 
Air oleh Kelompok Kriminal 
Bersenjata (KKB) di Papua. 
Dasco pun mengatakan 
pihaknya mendukung 
penuh upaya pemerintah 
dan aparat penegak 

hukum bertindak tegas terhadap 
kasus ini.

”Parlemen dalam hal ini DPR RI 
mendukung penuh upaya-upaya 
pemerintah dan aparat penegak 
hukum untuk memberikan hukum di 
Papua,” kata Dasco kepada wartawan 
di Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta.

Dukung Pembahsan RUU 
Perampasan Aset 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi 
Dasco Ahmad mengatakan, DPR 
RI mendukung RUU Perampasan 
Aset untuk segera disahkan. Dasco 
menyampaikan, isu DPR menunda 
pembahasan RUU Perampasan Aset 
tidaklah benar. “Kita mendukung 
penuh pembahasan RUU 
Perampasan Aset tetapi dengan 
segala mekanisme yang ada di DPR, 
katanya.

Seperti diketahui, 
Presiden Joko 

Widodo telah 
mengirim 
Surat Presiden 

(Surpres) 
RUU tentang 
Perampasan 

Aset ke DPR. 
Wakil 

Menteri 
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Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad.se-Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau 

pemondokan jemaah haji Indonesia di Mina. 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Wamenkumham) Edward Omar 
Sharif Hiariej optimis, RUU 
Perampasan Aset bakal dibahas 
bersama DPR di masa sidang V tahun 
sidang 2022-2023.

Kunjungi Jemaah Haji di 
Mina

Dipertengahan bulan Juni, Wakil 
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, 

meninjau pemondokan jemaah 
haji Indonesia di sejumlah maktab 
yang ada di Mina. Berbagai keluhan 
disampaikan jemaah, utamanya 
soal toilet dan sesaknya tenda. 
Dasco dan rombongan awalnya 
berkunjung ke maktab 48 yang 
ditempati jemaah dari Jakarta dan 
Banten. Di bawah terik matahari yang 
lebih dari 40 derajat celcius, Dasco 
dan rombongan membuka tenda, 
meninjau toilet dan berinteraksi 
dengan jemaah

“Saya melihat, karena jemaah 
Indonesia itu banyak sekali dan 
fasilitas yang ada di sini terbatas. 
Saya lihat petugas-petugas 
kita sudah bekerja dengan baik. 
Kementerian Agama juga sudah 
menjalankan fungsinya, tetapi saya 
rasa ada baiknya di tahun-tahun 
mendatang ditangani oleh yang 
lebih professional, agar segala 
sesuatu yang belum sempurna bisa 
disempurnakan,” kata Dasco, seraya 
mengatakan, sejumlah hal yang 
menjadi temuan Timwas Haji DPR 
akan dibahas setelah kembali ke 
Jakarta bersama mitra terkait.

DPR Komitmen Wakili 
Kepentingan Rakyat 

Memperingati Hari Ulang Tahun 
ke-78 Republik Indonesia, DPR RI 

sebagai wakil rakyat berkomitmen 
terus berkomitmen menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. Wakil 
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 
menegaskan, dengan integritas 
dan ketulusan, DPR berupaya 
mewakili kepentingan rakyat dan 
bersinergi dengan pemerintah untuk 
mewujudkan visi Indonesia yang 
lebih baik.

“DPR RI berkomitmen terus 
melangkah maju, mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
memperkuat demokrasi, dan 
menjaga keutuhan NKRI,” ujar Dasco 
Agustus lalu, dalam video yang 
diterima Parlementaria.

Penghargaan Legislator 
Aspiratif dan Humanis 

Oktober silam, Wakil Ketua DPR 
RI Sufmi Dasco Ahmad mendapat 
penghargaan “Legislator Aspiratif 
dan Humanis” dalam gelaran 
Koordinatoriat Wartawan Parlemen 
(KWP) Award 2023. Atas penghargaan 
ini, Dasco menghargai apresiasi yang 
diberikan oleh KWP kepada dirinya. 
Dasco meyakini, kegiatan KWP Award 
ini tidak hanya seremonial semata.

“Ini bukan hanya tentang piala 
atau penganugerahan saja, tapi 
juga sebuah dedikasi dan tanggung 
jawab yang harus diemban oleh para 
penerima kategori penghargaan 
ini,” kata Dasco saat menyampaikan 
pidato sambutan acara KWP Award 
2023 digedung DPR RI.

Menurut legislator Fraksi Partai 
Gerindra ini, penghargaan KWP 
Award 2023 menjadi lecutan, agar 
dirinya sebagai anggota DPR dan 
kawan-kawan di Parlemen bisa 
terus berkontribusi lebih baik lagi 
kepada masyarakat. “Hal ini juga 
menjadi lecutan bagi kawan di 
Parlemen untuk meningkatkan 
prestasi kinerjanya. Juga kita 
sebagai wakil rakyat harus dekat 
dengan masyarakat, agar dapat 
memperjuangkan apa yang menjadi 
keluh kesah, harapan, dan aspirasi 
masyarakat,” ungkap Dasco.  mh
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Mengawali 
tahun 2023, 
Januari lalu, 
Komisi I 
melakukan fit & 
proper test serta 
mengumumkan 
sembilan nama 
terpilih yang 

menjadi anggota Komisi Penyiaran 
Indonesia (KPI) Pusat Periode 
2022-2025. Ketua Komisi I DPR RI 
Meutya Hafid mengungkapkan, 
nama tersebut dipilih dari 27 (dua 
puluh tujuh) nama calon anggota 
yang mengikuti uji kelayakan dan 
kepatutan pada 18-19 Januari 2023. 

“Kami berharap kepada calon 
anggota KPI Pusat periode 2022-2025 
yang terpilih agar mampu menjaga 

Uji Kelayakan Anggota KPI
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integritas dan profesionalitas 
dalam melaksanakan tugas, fungsi, 
wewenang, dan kewajiban KPI,” papar 
politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Uji Kelayakan 13 Calon 
Dubes

Pada Februari silam, Komisi I 
DPR RI telah selesai melakukan uji 
kelayakan dan kepatutan terhadap 
13 calon Duta Besar (Dubes). Meutya 
memastikan track record masing-
masing calon dubes sudah tidak ada 
masalah lagi dengan penempatan 
negaranya masing-masing. Pasca uji 
kelayakan Komisi I DPR segera 
mengirim surat ke pimpinan DPR 
untuk diteruskan kepada Presiden 
Joko Widodo. 

“Ini kan rata-rata hampir 

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid saat konferensi pers di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Januari lalu.
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seluruhnya memang karir ya. Jadi 
track record-nya, kita sudah kenal 
penempatan wilayahnya, kita rasa 
tidak terlalu ada masalah,” ujar 
Meutya.  

Bahas DIM RUU ITE
April silam, Wakil Ketua Komisi 

I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari 
menyatakan, Komisi I DPR RI sepakat 
membentuk Panitia Kerja (Panja) 
untuk pembahasan Daftar Inventaris 
Masalah (DIM) Rancangan Undang-
Undang (RUU) tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang (UU) 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik 
(ITE). 

Komposisi panja terdiri dari 
pimpinan 5 orang. Fraksi PDI 
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menjaring masukan dari Badan 
Siber dan Sandi Negara (BSSN) 
guna memperkaya rekomendasi 
perubahan kedua atas Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 
2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu 
masukannya, BSSN harus terlibat 
dalam tahap penyidikan tindak 
pidana bidang teknologi lTE. 

Anggota Komisi I DPR RI 
Muhammad Farhan mendukung 
keputusan Pimpinan Komisi I DPR 
untuk membahas penguatan peran 
BSSN pada tahap penyidikan kasus 
terkait teknologi ITE.

Perubahan Kedua UU ITE 
Agustus silam, Komisi I DPR RI 

menjaring aspirasi dari KPAI, ADTI, 
IDEA, LKHT, UI, dan P2R Media 
guna memperkaya rekomendasi 
perubahan kedua Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Teknologi 
Informasi (ITE). Wakil Ketua Komisi 
I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari 
menegaskan bahwa perubahan 
kedua UU ITE ini merupakan 
komitmen DPR untuk menghilangkan 
pasal-pasal yang dinilai ‘karet’. 

Ia menyebutkan, pembahasan 

Anggota Komisi I DPR RI Al Muzzammil Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama KIP, KPI, serta Anggota Dewan Pers, di 

Gedung Nusantara II, Jakarta, Juni lalu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat memimpin Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kepala Badan Siber dan 

Sandi Negara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Agustus lalu.

F
O

T
O

: R
U

N
I/

N
R

F
O

T
O

: R
U

N
I/

N
R

Perjuangan 6 anggota, Fraksi Partai 
Golkar 3 anggota, Fraksi Gerindra 3 
anggota, Fraksi Nasdem 3 anggota, 
Fraksi PKB 3 anggota, Demokrat 2 
anggota, Fraksi PKS 2 anggota, PAN 
2 anggota, dan PPP 1 anggota. Jadi 
jumlahnya ada 25 anggota. 

Program Masyarakat 
Digital

Pada Juni 2023, Anggota Komisi I 
DPR RI Al Muzzammil Yusuf meminta 
Kementerian Komunikasi dan 
Informasi (Kemenkominfo), Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi 
Informasi Pusat (KIP), serta Dewan 
Pers menjalin sinergi dengan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU), Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan 
Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 
menyukseskan program masyarakat 
digital pada Pemilu 2024. 

”Mereka ini punya program 
tentang pemilu ya. Kominfo ada 
Komunikasi Publik Pemilu, KIP ada 
Pengawasan Pelaksanaan Pemilu 
Serentak, KPI ada Forum Satgas 
Pengawasan Pemilu Pilkada, dan 
Dewan Pers ada Workshop Peliputan 
Pemilu di 38 Provinsi. Maka saya 

katakan, harusnya bersinergi, satu 
kementerian tiga lembaga ini 
mengajak KPU, MK, dan Bawaslu 
melakukan pengembangan 
masyarakat digital,” jelasnya. 

Peran BSSN dalam Revisi 
UU ITE

Juli lalu, Komisi I DPR RI 
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perubahan kedua UU) No.11/2008 
tentang ITE sudah berlangsung 
selama delapan bulan. Setiap proses 
yang dilewati, ungkapnya, telah 
melalui sejumlah rangkaian rapat 
dengan melibatkan berbagai pihak 
terkait.

Sugiono Dilantik 
September lalu, Wakil Ketua DPR 

RI Lodewijk F. Paulus memimpin 
rapat internal Komisi I DPR RI untuk 
menetapkan pergantian pimpinan 
Komisi I DPR RI. Sugiono dari Fraksi 
Partai Gerindra dilantik menjadi Wakil 
Ketua Komisi I DPR, menggantikan 
Bambag Kristiono yang wafat. 

“Saya akan menanyakan apakah 
pergantian pimpinan Komisi I 
DPR RI dari unsur Fraksi Partai 
Gerindra yaitu yang semula saudara 
H. Bambang Kristiono S.E A122
digantikan oleh saudara Sugiono
A97 dapat disetujui?” tanya Lodewijk
dalam rapat. Para peserta kemudian
menjawab “setuju” dan palu diketuk.

Indonesia Jadi Anggota 
Dewan HAM PBB 

Oktober silam, Anggota Komisi 
I DPR RI Sukamta mengucapkan 

selamat setelah Indonesia kembali 
terpilih menjadi Anggota Dewan HAM 
PBB. Ia menilai, terpilihnya Indonesia 
menjadi Anggota Dewan HAM PBB 
memberikan tanggung jawab dan 
komitmen untuk menjunjung tinggi 
penegakan HAM di Indonesia dan 
dunia. 

“Bahwa Indonesia ikut 
melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan 
sosial. Maka, perjuangan pendiri 
bangsa ini harus diwujudkan 
dalam membuat dunia lebih 
damai dan pelanggaran HAM 
menurun,” jelasnya. 

Jenderal Agus Subiyanto 
Panglima TNI 

November silam, Komisi I DPR 
RI secara musyawarah mufakat 
menyetujui pemberhentian dengan 
hormat Laksamana TNI Yudo 
Margono sebagai Panglima TNI. 
Serta, memberikan persetujuan 
terhadap pengangkatan Jenderal TNI 
Agus Subiyanto sebagai Panglima 
TNI. 

Meski tanpa catatan yang 
mengiringi, namun Ketua Komisi 
I Meutya Hafid menyatakan, 
Jenderal TNI Agus Subianto agar 
tetap menjaga profesionalitas 
dan netralitas TNI. Tak hanya itu, 
Panglima TNI yang baru diharapkan 
juga memperhatikan kesejahteraan 
prajurit.  hal/mh

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.
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Pimpinan Komisi I DPR RI dari unsur Fraksi Partai Gerindra yang semula dijabat oleh Bambang Kristiono digantikan oleh 

Sugiono. 
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Mengawali 
tahun 2023, 
Januari lalu, 
Ketua Komisi II 
DPR RI Ahmad 
Doli Kurnia 
Tandjung 

mengungkapkan mayoritas fraksi 
di DPR RI sepakat ingin Pemilu 
2024 menggunakan sistem 
proporsional terbuka atau coblos 
calegnya secara langsung. Hal ini 
dikatakannya menanggapi wacana 
mengembalikan sistem proporsional 
tertutup untuk Pemilihan Legislatif 
(Pileg) akibat ada beberapa pihak 
yang mengajukan uji materi UU 
No.7/2017 tentang Pemilu. 

“Kami sudah membangun 
komunikasi dengan fraksi-fraksi 
dan hasil dari komunikasi kami 
itu, mayoritas fraksi (8 fraksi-red) 
sepakat di Pemilu 2024 mendatang 

tetap menggunakan sistem 
proporsional terbuka sesuai UU 
No.7/2017,” ujar Doli. 

PKPU Dibahas

Masih mengenai kepemiluan, 
awal Februari lalu, Komisi II bersama 
penyelenggara pemilu dan 
pemerintah menyetujui Rancangan 
Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum (R-PKPU) tentang Daerah 
Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Pemilihan Umum tahun 2024. 

“Ketika itu (konsinyering) kita 
melakukan semacam pembulatan 
pendapat, kira-kira berkenaan 
dengan dapil. Sebagaimana 
yang diputuskan oleh Putusan 
MK No.80/2022 yang lalu itu 
disebutkan, KPU diberikan semacam 
kewenangan untuk mengatur 
penentuan dapil yang baik dan 
benar karena ada perubahan 
sebaran jumlah penduduk, ada 
perubahan jumlah penduduk, 
bahkan ada pengurangan jumlah 
penduduk,” jelas Syamsurizal. 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat.

F
O

T
O

: G
E

R
A

L
D

I/
N

R

K A L E I D O S K O P  2 0 2 3

K O M I S I  I I

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat rapat kerja Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. 
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Sistem Proporsional Terbuka 
Disepakati
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Perpu Pemilu
Berlanjut ke Maret, akhirnya Komisi 

II DPR RI sepakat membawa RUU 
tentang Penetapan Perppu Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas 
UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum atau Perpu Pemilu 
ke rapat paripurna untuk disahkan 
menjadi Undang-Undang (UU). 

“Komisi II sudah mendengarkan 
masing-masing fraksi dan juga 
sudah mendengarkan penjelasan 
pemerintah. Saya ingin tanyakan 
apakah RUU tentang Penetapan 
Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas UU No.7/2017 tentang 
Pemilu dapat disetujui menjadi draf 
final RUU hasil pembicaraan tingkat 
satu?” tanya Doli yang kemudian 
dijawab ’setuju’ oleh seluruh peserta 
rapat. 

RUU ASN Dibahas
Selain perkara kepemiluan, Komisi 

II DPR RI juga banyak membahas 
legislasi, satu diantaranya adalah RUU 
ASN. Yang saat itu menjadi sorotan 
adalah ketika Anggota Komisi II DPR 
RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong 
revisi Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 
memberi mandat penghapusan 

tenaga honorer atau non ASN sampai 
tenggat November 2023. Hal ini 
menurutnya, demi menghindari 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
massal sekaligus memberikan 
kepastian kepada rakyat Indonesia. 

”Saya kira dari waktu yang kurang 
dari 6 bulan ke depan, sampai 
dengan tanggal 28 November 2023, 
di mana PP No.49/2018 memberikan 
norma kepada kita untuk menghapus 
seluruh pegawai non-ASN. PP itu 
perlu kita revisi dengan segera, agar 
principal guidance yang disepakati 

oleh banyak pihak, termasuk 
masukan dari DPR, tidak ada PHK 
massal itu segera mendapatkan 
kepastian kepada anak bangsa. 
Saya mendorong ini adalah kado 
untuk lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah 
dari pemerintah untuk rekan-rekan 
honorer di Indonesia,” jelas Rifqi. 

RPKPU dan Perbawaslu 
Dibahas

Rangkaian panjang pembahasan 
Pemilu 2024 masih terus berlangsung 
di parlemen. Kali ini di Bulan Mei, 
Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, 
Bawaslu, dan DKPP telah menyetujui 
tiga Rancangan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (PKPU) dan satu 
Rancangan Peraturan Bawaslu 
(Perbawaslu). 

”Tiga rancangan PKPU itu terkait 
Perlengkapan Pemungutan Suara, 
Dukungan Perlengkapan lainnya, 
dan Perlengkapan Pemungutan 
Suara lainnya dalam Pemilihan 
Umum. Selain itu juga rancangan 
PKPU tentang Kampanye dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum. Serta rancangan PKPU 
tentang Dana Kampanye Pemilihan 
Umum. Sementara itu Rancangan 
Perbawaslu yang disetujui adalah 
Perbawaslu tentang Pengawasan 

Pimpinan Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-

undang di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.
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Pencalonan Anggota DPR, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,”  
jelas Yanuar Prihatin. 

Revisi UU IKN
Agustus lalu, Komisi II DPR 

RI bersama pemerintah sepakat 
membentuk Panitia Kerja (Panja) 
Revisi Undang-Undang Nomor 3 
Tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) 
Nusantara. Ketua Komisi II DPR RI 
Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, 
draf Revisi UU IKN yang akan dibahas 
dalam Panja salah satunya bertujuan 
menciptakan iklim investasi yang 
lebih kondusif, untuk kemudian dapat 
mendatangkan investor. 

“Turunan yang bisa menciptakan 
iklim investasi yang lebih kondusif, 
yang bisa mendatangkan investor ke 
proses pembangunan ini. Itu kira-kira,” 
ujar Doli. 

RUU ASN Disahkan
Pada September 2023, Komisi 

II DPR RI sepakat membawa RUU 
tentang perubahan atas UU No.5/2014 
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
disahkan menjadi Undang-Undang 
(UU). Ketua Komisi II DPR RI Ahmad 
Doli Kurnia menekankan bahwa revisi 
UU ASN ini merupakan salah satu 
konsen Komisi II. Komisi II berharap 
UU ini dapat dijadikan payung hukum 
untuk penyelesaian masalah tenaga 

honorer. 
”Nah tadi disampaikan salah 

satu konsep atau metodologi 
untuk menyelesaikan itu adalah 
adanya muncul frase PPPK penuh 
dan frase PPPK Paruh Waktu yang 
nanti akan dijelaskan lebih rinci 
dan dicantumkan dalam Peraturan 
Pemerintah,”katanya. 

Polemik Syarat Capres
Hingga penghujung tahun, 

pembahasan pemilu belum juga 
kelar di parlemen. Teranyar, Wakil 
Ketua Komisi II DPR Junimart 
Girsang mempertanyakan dasar 

KPU mengirim surat ke partai politik 
untuk mengikuti putusan Mahkamah 
Konstitusi (MK) terkait syarat capres-
cawapres. Junimart menilai KPU 
wajib berkonsultasi kepada DPR soal 
langkah apapun terkait PKPU. 

“Apa dasarnya KPU membuat surat 
edaran kepada para ketum parpol? 
Di mana diaturnya? Karena yang kita 
pahami, dalam UU No.7 itu pasal 75 
ayat 4 disebutkan setiap pembuatan 
PKPU, revisi, dan sejenisnya itu harus 
dan wajib berkonsultasi dengan DPR,” 
ungkap Junimart. 

Antisipasi Hoaks
November 2023 lalu, Wakil Ketua 

Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin 
meminta perhatian khusus potensi 
penyebaran hoaks di media sosial 
pada perhelatan Pemilu 2024. Ia pun 
menyarankan agar aparat penegak 
hukum membentuk badan antihoaks. 

“Saya kira kepada penegak hukum 
ada bagusnya untuk mulai menyorot 
penyebaran hoax dan kampanye 
hitam sedini mungkin. Jika perlu, 
bikinlah badan atau unit kerja yang 
khusus untuk memberantas hal 
seperti ini. Unit kerja tersebut menjadi 
bukti bahwa aparat penegak hukum 
menunjukkan atensinya terhadap 
pemilu di Indonesia,” kata Yanuar.  

we/mh Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, 

dan Kemendagri.

Suasana usai Raker membahas Pembicaraan tingkat I Pengambilan Keputusan terkait RUU tentang ASN di Ruang Rapat

Komisi II.
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Anggota Komisi 
III DPR RI Hinca 
Panjaitan, 
meminta Komisi 
Yudisial (KY) 
mengawasi 
hakim yang 
bekerja tidak 
profesional. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan rambu dan menjadikan 
para hakim selalu terawasi dengan 
baik. Dengan begitu, mereka 
terdorong untuk selalu bekerja 
dengan baik. “Jika masyarakat 
menemukan ada hakim yang tak 
wajar, maka laporkan saja ke KY,” 
tandas Hinca, Januari 2023 lalu. 

Anggota Dewan dari Dapil 
Sumatera Utara III ini mendapatkan 
informasi ada tiga hakim Pengadilan 
Negeri (PN) Simalungun dilaporkan 
ke KY. Mereka adalah Aries Kata 
Ginting, Dessy Deria Elisabet Ginting, 
dan Yudi Dharma. Ketiga hakim itu 
dilaporkan ke KY oleh pelapor Sahat 
M, karena diduga tidak profesional 
dengan menggelar peradilan 
sesat. “Jika ada masyarakat pencari 
keadilan merasakan tidak pas tempat 
pengaduannya memang ke KY,” 

ungkap Hinca.

Pemilu 2024 Harus Sesuai 
PKPU

Februari lalu, Anggota Komisi III 
DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, 
dalam tahapan dan jadwal Pemilihan 
Umum (Pemilu) Tahun 2024 harus 

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan. 

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani saat hadir secara daring mewakili Tim Kuasa DPR RI dalam Sidang Pleno Mahkamah 

Konstitusi (MK).
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dilaksanakan sesuai peraturan 
perundang-undangan. Sebagaimana 
telah diatur dalam Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Tahapan dan 
Jadwal Pemilu 2024. 

Demikian disampaikan Arsul 
saat hadir secara daring mewakili 
Tim Kuasa DPR RI pada Sidang 
Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). 
Ia menyampaikan keterangan 
DPR RI, menanggapi permohonan 
pengujian materi UU Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu terhadap UUD 
Negara Republik Indonesia 1945, 
dan mendengarkan keterangan 
pemerintah diwakili Kemenkumham 
dan Kemendagri serta Ketua KPU 
Hasyim Asy’ari.  

Transaksi Mencurigakan 
di Kemenkeu

Anggota Komisi III DPR RI Benny 
K. Harman meminta kepada Kepala
PPATK, Ivan Yustiavandana, agar 

Memberantas Peradilan Sesat
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beberapa tersangka Tipikor. 

Pembahasan RUU 
Perampasan Aset

Mei silam, Anggota Komisi III 
DPR RI Didik Mukrianto menilai, efek 
jera terhadap narapidana tindak 
pidana korupsi (Napi Tipikor) bisa 
dilakukan secara progresif, salah 
satunya melalui pembahasan RUU 
Perampasan Aset Tindak Pidana. 
Ia menilai, dengan RUU itu dapat 
memperkuat sistem pemberantasan 
korupsi, jika dirasa sanksi yang 
diberikan pada para koruptor selama 
ini belum memberikan efek jera. 

“Maka perlu langkah yang lebih 
progresif lagi untuk memperkuatnya, 
salah satunya melalui pembentukan 
instrumen Undang-Undang 
Perampasan Aset,”” papar Didik. 
Ia melanjutkan, pembentukan UU 
Perampasan Aset dapat membuat 
koruptor kapok dan tak mengulangi 
tindak pidana itu lagi. Memiskinkan 
koruptor melalui perampasan.

Darurat Narkoba 
Juni lampau, Anggota Komisi 

III DPR RI Sarifuddin Sudding 
mengungkapkan, setiap rezim dari 
pemerintah beranggapan bahwa 

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman.

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.
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bersikap tegas terhadap transaksi 
mencurigakan senilai Rp300 
triliun di Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu). Pernyataan tersebut 
dia ungkapkan melalui akun Twitter 
pribadi miliknya @bennyharmanID. 
Dalam cuitannya, Benny Harman 
mengatakan bahwa sebaiknya 
PPATK menyerahkan persoalan 
tersebut ke Aparat Penegak Hukum 
(APH). 

“Mestinya Ketua PPATK serahkan 
dokumen itu ke APH, KPK, polisi, 
atau jaksa untuk diusut. Kalau 
sudah diserahkan namun tetap 
tidak mengusutnya, laporkan ke 
presiden. Kalo presiden tetap tak 
peduli, laporkan ke rakyat seperti 
yang dilakukan sekarang. Hanya 
janganlah mencla mencle,” ujar 
politisi Fraksi Partai Demokrat itu. 

Reformasi Kultur dan 
Struktur Hukum

April silam, Wakil Ketua Komisi 
III DPR RI Ahmad Sahroni memimpin 
Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi 
Lampung. Dalam kunjungan ini 
Komisi III mengevaluasi penanganan 
perkara Tindak Pidana Korupsi 
di Lampung sepanjang tahun 
2022-2023, oleh Kejaksaan Tinggi 
Lampung. 

“Pelaksanaan agenda reformasi 

kultur dan struktur kelembagaan 
di bidang hukum masih belum 
efektif dan terkendala,” ungkap 
Sahroni di kantor Kejaksaan Tinggi 
Lampung. Meskipun demikian, 
menurut pandangan Komisi III ada 
perkembangan penanganan perkara 
Tipikor, di wilayah hukum Kejaksaan 
Tinggi Lampung, yang saat ini telah 
mengalami peningkatan. Terbukti 
dengan banyaknya perkara yang 
telah naik ke tahap penyelidikan dan 
telah dilakukan penahanan terhadap 
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Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Batam, 

Kepulauan Riau. Oktober lalu.
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Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai melantik Habiburokhman menjadi Wakil Ketua Komisi III yang baru di ruang 

Komisi III, Nusantara II, Juli lalu.
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bangsa Indonesia berada pada 
kondisi darurat narkoba, tetapi 
hal tersebut tidak tercermin dari 
politik anggaran. Menurutnya, 
kalau pemerintah serius ingin 
menyelamatkan anak bangsa dari 
narkoba, harus ada dukungan 
anggaran. 

Dia mengungkapkan, dari tahun 
2017 anggaran BNN hanya sekitar 
Rp1,1 sekian triliun, paling besar 
Rp1,9 triliun di 2017. Setelah itu di 
tahun 2018 turun menjadi Rp1,8 
triliun, 2019 Rp1,5 triliun, 2021 Rp1,6 
triliun. “Selamatkan anak bangsa kita 
dari penyalahgunaan narkoba. Saya 
kira ini penting mengingat bahwa 
peredaran narkoba saat ini dan 
memang sungguh memprihatinkan.   

Habiburokhman Dilantik
Juli lalu, Wakil Ketua DPR RI 

Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat 
pergantian Wakil Ketua Komisi III dari 
almarhum Desmond Junaidi Mahesa 
ke Habiburokhman. Usai meresmikan 
pelantikan Wakil Ketua Komisi III 
yang baru, Dasco menyerahkan 
palu sidang secara simbolik kepada 
Habiburokhman. 

Habiburokhman 
mengungkapkan, kepemimpinan 

Desmond selama mengemban 
tugas sebagai Wakil Ketua Komisi 
III sangat baik. “Almarhum sosok 
yang secara akademis smart, dalam 
konteks atensi kerakyatan full. 
Beliau orang yang sangat kritis dan 
tegas juga. Dan menguasai tata 
beracara persidangan. Insyaallah 

saya semaksimal mungkin bisa 
melakukan sebaik beliau,” ujarnya. 

Kelebihan kapasitas LP
Lembaga pemasyarakatan 

selalu menghadapi dilema 
kelebihan daya tampung. Ini 
menjadi tantangan nyata dalam 
sistem peradilan pidana Indonesia. 
Komisi III DPR RI membahas 
langkah-langkah yang mungkin 
lebih tepat untuk menanggulangi 
permasalahan ini. Salah satu 
pendekatan yang diajukan adalah 
konsep restorative justice alias 
keadilan restoratif.

“KUMHAM ada rencana 
membuat lapas. Padahal, kita di 
Jakarta sudah mulai over kapasitas 
itu overload dalam penanganan 
pasca putusan pengadilan ini 
dengan konsep RJ (restorative 

justice) yang sudah disiapkan 
kejaksaan ini. Semoga bisa 
menurunkan beban bagi KUMHAM,” 
jelas Cucun Ahmad Syamsurijal saat 
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI 
ke Batam, Kepulauan Riau. Oktober 
silam. . ssb/mh
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Awal tahun, 
Januari 2023 
silam, Anggota 
Komisi IV DPR RI 
Johan Rosihan 
mengkritisi 
kinerja 
Kementerian 
Pertanian 
(Kementan) 

selama tahun 2022 yang dinilainya 
belum fokus pada perbaikan tata 
kelola pangan nasional serta terdapat 
banyak persoalan produksi yang 
diakibatkan keterbatasan anggaran. 
Untuk itu, dalam menyusun rencana 
program anggaran tahun 2023, ia 
meminta Kementan berfokus pada 
produksi pangan dan meningkatkan 
daya saing serta adaptasi terhadap 
perubahan iklim.  

“Pak Menteri, berdasarkan 
catatan akhir tahun kami, sepanjang 
tahun 2022 diwarnai dengan fluktuasi 
harga komoditas pangan yang tidak 
terkendali, di mana harga selalu 
jatuh saat panen dan merugikan 
petani. Seperti jatuhnya harga gabah, 

harga jagung, cabai, bawang merah 
dan lain-lain. Namun produk yang 
bersumber dari impor, seperti daging 
dan kedelai harga terus melonjak 
yang berakibat merugikan pelaku 
UMKM serta merugikan konsumen, 
karena daya beli yang semakin lemah 

akibat resesi ekonomi,” tegasnya. 

Tolak Impor Beras
April silam, pemerintah melalui 

Badan Pangan Nasional menugaskan 
Perum Bulog melakukan impor beras 
sebanyak 2 juta ton. 500.000 ton 
diantaranya harus diimpor segera 
untuk memperkuat cadangan beras 
pemerintah (CBP). Mendengar 
kebijakan tersebut, Anggota Komisi 
IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan 
penolakannya. Kebijakan impor 
beras ini menurut politisi Fraksi Partai 
Demokrat itu tidak sesuai dengan 
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 
2022 yang menyatakan, impor itu 
didasarkan dengan neraca pangan. 

“Kalau neracanya surplus kenapa 
impor? aturan dari mana? Sekarang 
ini neraca kita surplus kecuali garam, 
bawang, ya oke silakan (impor), 
kedelai silakan (impor). Tapi, kalau 
hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh 
Bulog saja kita impor karena harga 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan.
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Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV, April lalu.
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Mengeritik Kementan Soal
Ketahanan Pangan
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Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.
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HPP penetapan CBP yang rendah 
itu menjadi alasan impor, saya tidak 
terima,” sesalnya. 

Sebelumnya, Anggota Komisi 
IV lainnya, Daniel Johan, Mei lalu, 
meminta pemerintah mengkaji 
ulang rencana impor 2 juta ton beras 
tersebut. Rencana tersebut dapat 
berdampak pada kondisi petani yang 
sedang memasuki masa panen raya. 
“Jangan sampai impor beras merusak 
harga beras petani, bagaimana 
dengan program food estate 
yang harusnya berdampak pada 
kesejahteraan petani,” urainya. 

Polusi Udara di 
Jabodetabek

Agustus lalu, masyarakat di 
Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, dan Bekasi) dihadapkan 
dengan polusi udara yang terus 
meningkat setiap tahunnya. Menurut 
Anggota Komisi IV DPR RI Johan 
Rosihan, ini membuktikan pemerintah 
belum serius menangani persoalan 
polusi udara serta belum efektifnya 
penegakan aturan terkait penerapan 
baku mutu udara ambien nasional. 

“Hal ini akan berakibat tingginya 
pencemaran lingkungan yang 
berimplikasi pada kerusakan jangka 
panjang terhadap lingkungan 

hidup. Negara harus hadir untuk 
menjamin kelestarian lingkungan 
hidup termasuk menjamin adanya 
udara yang sehat dan segar bagi 
warga Jakarta dan kota besar lainnya” 
ujarnya.  

Fenomena El-Nino
Menjelang akhir tahun, Badan 

Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) memprediksi 
Indonesia akan mengalami kemarau 
panjang yang disebabkan el nino. 
Fenomena el nino tersebut akan 
bertahan pada level moderat hingga 

bulan Desember 2023-Januari 2024. 
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia 
Erma Rini pun meminta Kementan 
menyiapkan solusi menghadapi el-
nino berkepanjangan tersebut. 

“Karena kita sudah memasuki 
el nino, harus ada antisipasi yang 
memang update kepada masyarakat, 
terutama petani, supaya tidak terlalu 
jatuh produktivitasnya, karena 
enggak ada hujan. Perkiraan sampai 
Oktober nanti akan kekeringan 
dan ini di lapangan sudah banyak 
kekeringan,” ujar Anggia kepada 
Parlementaria, September lalu. 

Kementan, lanjutnya, bisa 
membantu dengan menyediakan 
pompa air untuk mengairi ladang 
petani di tengah kekeringan 
yang terjadi. Sebab, el nino yang 
berkepanjangan ini diharapkan tidak 
sampai memengaruhi persediaan 
pangan di dalam negeri. “Harus ada, 
misalnya, terobosan penyediaan 
sumber-sumber air, harus ada itu,” 
tuturnya. 

Konsumsi Ikan Untuk 
Cegah Stunting

Presiden Jokowi pernah 
menyampaikan, mutu gizi anak 
Indonesia sangat rendah dan kasus 
stunting meningkat. Anggota Komisi 
IV DPR RI Firman Soebagyo menilai, 
program budidaya ikan terutama 
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Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo.
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bioflok dapat dimanfaatkan untuk 
mengoptimalkan konsumsi ikan di 
masyarakat. Peningkatan program 
budidaya ikan ini dapat menjadi 
jawaban terutama bagi masyarakat 
desa yang asupan protein hewaninya 
masih sangat rendah dan tidak 
mampu untuk membeli telur, daging, 
dan unggas. 

“Oleh karena itu terobosan yang 
paling jitu adalah mengoptimalkan 
konsumsi ikan. Jadi, budidaya ikan 
inilah yang bisa dimanfaatkan. Kalau 
satu rumah tangga itu keluarganya 
anak 3, bapak dan Ibu (berarti 
jumlahnya) 5 orang. Kalau dia beli 
lele 2 kg itu bisa dikonsumsi 2-3 hari. 
Kalau dia beli daging Rp100.000 
itu 1 hari selesai.Nah, ni luar biasa,” 
jelasnya September lalu. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI 
Anggia Ermarini di bulan yang 
sama juga meminta pemerintah 
serius menangani masalah polusi di 
Indonesia. Tercatat, kini sudah ada 
200 ribu pasien terjangkit penyakit 
Infeksi saluran pernapasan akut 
(ISPA). Ia memandang, harus segera 
ada peraturan yang mengatur dan 
membatasi segala produksi polutan 
yang ada, terutama di Jakarta. 

”Negara wajib segera 
mengeluarkan sebuah peraturan 
yang bisa mengurangi polusi udara 
ini, karena sudah masuk masalah 

nyawa. Tercatat di Kementerian 
Kesehatan, 200 ribu pasien ISPA. (Di 
bulan) Maret malah mencapai 300 
ribu. Ini terus naik enggak bisa kita 
biarkan. Harus segera ada peraturan 
yang mengatur,” ungkapnya. 

Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, 
upaya penanganan ini bisa berupa 
program pemerintah maupun 
peraturan pemerintah yang 
tersinkronisasi dengan kementerian-
kementerian terkait agar 
penangannya bisa berjalan efektif. 
“Pembatasan kendaraan bermotor 
yang standar emisi misalnya, lalu 

kemudian kementerian perindustrian 
juga harus batasi mengeluarkan 
atau memproduksi kendaraan 
bermotornya di Jakarta ini,” katanya. 

Lebih lanjut, ia juga dengan 
tegas berharap, peraturan tersebut 
bisa memberikan sanksi tegas, 
khususnya pada perusahaan-
perusahaan yang menjadi pemicu 
polusi udara. “Harus ada kebijakan 
yang berani memberikan sanksi,” 
tegasnya. Sementara Wakil Ketua 
Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan 
juga mendorong agar Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
bekerja sama dengan kementerian, 
lembaga, dan pemerintah daerah 
untuk mengatasi pencemaran udara 
tersebut. 

“Komisi IV DPR RI sangat prihatin 
atas rendahnya kualitas udara 
akibat pencemaran yang terjadi 
di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) 
dan sekitarnya. Selanjutnya Komisi IV 
DPR RI mendorong KLHK agar dapat 
melakukan koordinasi dan kerja sama 
lintas kementerian dan lembaga serta 
pemerintah daerah untuk mengambil 
langkah-langkah luar biasa dalam 
mencegah dan mengendalikan 
terjadinya pencemaran udara,” 
tandasnya. gal/mh
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Februari 
2023 silam, 
Komisi V DPR 
RI meninjau 
Stasiun Kereta 
Api Bandung 
untuk 
mengecek 
sarana dan 

prasarana penunjang Kereta 
Cepat Jakarta Bandung yang 
akan mulai dioperasikan pada 
pertengahan 2023. Anggota Komisi 
V DPR RI Sarief Abdullah Alkadrie 
yang memimpin peninjauan ini, 
meminta agar kereta reguler (Argo 
Parahyangan) Jakarta-Bandung 
jangan sampai ditiadakan sejalan 
dengan pengoperasian Kereta 
Cepat Jakarta Bandung. 
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Keduanya, jelas memiliki segmen 
yang berbeda. Adapun kereta reguler 
diperuntukkan bagi masyarakat 
yang lebih mempertimbangkan tarif, 
sedangkan kereta cepat memang 
ditujukan untuk masyarakat yang 
lebih mempertimbangkan waktu 
tempuh.

Angkutan Pertambangan
Masih di Februari, Komisi V DPR 

RI meminta kepada pemerintah 
segera menyelesaikan persoalan 
angkutan khusus termasuk angkutan 
pertambangan dan perkebunan yang 
menggunakan jalan umum sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

Contohnya adalah jalan umum 
di Jambi yang rusak dan macet, 
karena digunakan untuk angkutan 

Ketua Tim Kunspik Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat peninjauan ke Stasiun Kereta Api Bandung.
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pertambangan. Ketua Komisi V 
DPR Lasarus menegaskan, perlu 
ada jalan khusus bagi angkutan 
pertambangan, mengingat persoalan 
rusaknya jalan akibat giat tambang 
sudah sejak 2015  terjadi atau sudah 
7 tahun.  

Antisipasi Meningkatnya 
Pemudik

Mudik lebaran 2023 merupakan 
mudik terbesar dalam sejarah 
bangsa Indonesia. Alasannya, sudah 
hampir tiga tahun masyarakat 
Indonesia tidak mudik, ada kerinduan 
masyarakat untuk bertemu 
keluarga di kampung halaman, dan 
membaiknya perekonomian nasional 
pasca pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, jumlah pemudik 

Tinjau Stasiun Kereta Cepat
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Terlebih, bandara internasional 
bukan hanya melayani penerbangan 
domestik, tapi juga penerbangan luar 
negeri.

Perbaikan Jalan Daerah 
Komisi V DPR RI yang 

merumuskan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 
Tahun 2004 tentang Jalan, mendesak 
agar kualitas jalan daerah semakin 
baik dan bertahan lama. Sudah ada 
Inpres No.3/2023 tentang Percepatan 
Peningkatan Konektivitas Jalan 
Daerah sebagai peraturan turunan 
yang mendukung peningkatan 
pemantapan jalan daerah. 

Anggota Komisi V DPR RI 
Tamanuri saat di Lampung 
Tengah, Juni silam, mengimbau, 
pembangunan jalan daerah bisa 
bertahan lama dengan kualitas 
daya tahan tinggi. Mengingat, 
Inpres diharapkan melahirkan 
manfaat jangka panjang dan 
berkesinambungan. 

Keselamatan Perlintasan 
Sebidang

Agustus lampau, permasalahan di 
perlintasan sebidang antara jalan dan 
jalur rel kereta api hingga kini masih 

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. 
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yang sangat besar tersebut harus 
betul-betul diantisipasi secara 
serius oleh pemerintah. Demikian 
disampaikan Anggota Komisi V DPR 
RI Suryadi Jaya Purnama, Maret lalu.. 

Atasi Mahalnya Harga 
Tiket

Masih terkait mudik, Ketua 
Komisi V DPR RI Lasarus saat 
memimpin Rapat Kerja, April 
silam, mendesak Kementerian 
Perhubungan mengatasi harga 
tiket moda transportasi darat, laut, 
maupun udara yang masih mahal. 

Ditegaskannya, pemerintah 
harus mencarikan jalan keluar. 
Negara, tambahnya, harus 
hadir dalam situasi seperti ini. 
“Termasuk kereta api, karena ini 
yang menyentuh hajat hidup orang 
banyak. Semua kena Pak, ketika 
naik pesawat tidak dibedakan harga 
tiket orang miskin, orang kaya 
orang, setengah kaya, semua sama,” 
tandasnya. 

Perhatikan Keamanan 
Bandara

Mei lampau, kasus tewasnya 
Asiah Shinta Dewi Hasibuan yang 
jatuh dari lift Bandara Internasional 

Kualanamu, Sumatera Utara, 
dinilai Komisi V DPR RI merupakan 
persoalan serius yang harus 
dipertanggungjawabkan. Apalagi, 
Asiah baru ditemukan tiga hari 
setelah dilaporkan pihak keluarga 
korban terjebak di lift.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, 
mendesak peristiwa tersebut menjadi 
pelajaran bagi semua otoritas 
bandara yang ada di Indonesia. 
Keamanan harus menjadi prioritas. 
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menjadi pekerjaan rumah besar 
Kemenhub, Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR), dan pemerintah daerah. 
Komisi V DPR RI mengingatkan 
Menteri Perhubungan Budi Karya 
Sumadi meningkatkan keselamatan 
di perlintasan sebidang.

Tuntaskan Proyek 
Strategis Nasional 

Masa pemerintahan Presiden 
RI Joko Widodo akan segera 
berakhir pada tahun 2024. Anggota 
Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady 
meminta Kemenhub menuntaskan 
berbagai Proyek Strategis Nasional 
di tahun anggaran 2023/2024 ini. Ia 
menyarankan Kemenhub menyusun 
skala prioritas. 

“Kita akan mengevaluasi apa 
yang belum selesai dan di tahun 
2024 (untuk) segera diselesaikan 
kalau itu memang harus selesai. 
Maka, fokus anggaran tahun 2024 
adalah menyelesaikan program-
program yang dikerjakan secara 
multiyear,” tegasnya, September 
lalu. 

Transportasi Aman 
Segala Musim 

Kecelakaan Kereta Api Argo 
Semeru dan Argo Wilispada 
Oktober silam, menyebabkan 31 
penumpang mengalami luka-luka. 
Hasil sementara investigasi KAI 
bersama Kemenhub dan Komite 
Nasional Keselamatan Transportasi, 
kemungkinan penyebab kecelakaan 
adalah karena efek panas terik yang 
membuat rel memuai. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi 
Iwan Darmawan Aras menyentil PT 
KAI selaku operator yang seharusnya 
mengantisipasi dampak kemarau 
panjang. Tak hanya itu, Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian juga 
diingatkan untuk ekstra pengawasan 
agar infrastruktur moda transportasi 
tetap aman di segala musim. 

Perubahan Iklim 
Kecelakaan Kereta Api Argo 

Semeru dan Argo Wilispada 
Oktober silam, menyebabkan 31 
penumpang mengalami luka-luka. 
Hasil sementara investigasi KAI 
bersama Kemenhub dan Komite 
Nasional Keselamatan Transportasi, 
kemungkinan penyebab kecelakaan 
adalah karena efek panas terik yang 
membuat rel memuai. 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi 
Iwan Darmawan Aras menyentil PT 
KAI selaku operator yang seharusnya 
mengantisipasi dampak kemarau 
panjang. Tak hanya itu, Direktorat 
Jenderal Perkeretaapian juga 
diingatkan untuk ekstra pengawasan 
agar infrastruktur moda transportasi 
tetap aman di segala musim.  
pun/mh

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. 
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Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady.

F
O

T
O

: A
R

IE
F

/
N

R



TH. 2023    EDISI 228     PA R L E M E N TA R I A      2929

Mengawali 
tahun 2023, 
permasalahan 
pengembang 
pembangunan 
apartemen 
Meikarta 
menjadi 
perhatian 

publik. Perkumpulan Komunitas 
Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) 
menyampaikan aspirasinya kepada 
Komisi VI DPR RI. 

Ketua PKPKM Aep Mulyana 
menjelaskan duduk permasalahan 
yang dialami konsumen Meikarta, 
yaitu gagalnya serah terima 
unit apartemen Meikarta dari 
pengembang PT Mahkota 
Sentosa Utama (MSU) kepada 
konsumen yang seharusnya telah 

diserahterimakan sejak 2018-2020. 
Nyatanya, unit tersebut sampai saat 
ini masih mangkrak dan bahkan 
masih berbentuk tanah merah 
(belum digarap). 

Kunjungi Meikarta
Pada Februari 2023, Wakil 

Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad 
bersama belasan anggota dewan 
lintas komisi (termasuk di dalamnya 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Februari lalu.
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Ketua Komisi VI Faisol Riza.
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Mengunjungi Meikarta, Menemui 
PKPKM
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Komisi VI) mengunjungi kawasan 
pembangunan Apartemen Meikarta 
di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa 
Barat. 

Dasco menegaskan, untuk 
menghindari polemik serupa, DPR 
akan tetap memantau pembangunan 
Meikarta melalui komisi-komisi 
terkait. Ia juga mengatakan bahwa 
pendampingan akan tetap dilakukan 
untuk memastikan terpenuhinya hak-
hak pembeli. 

Buffer Zone Plumpang
Maret 2023 silam, kebakaran 

hebat melanda pipa bahan bakar 
minyak (BBM) di Depo Pertamina 
Plumpang, Jakarta Utara. Komisi 
VI menyayangkan kejadian yang 
merenggut belasan korban jiwa 
melayang, puluhan korban luka, 
dan ratusan orang harus kehilangan 
tempat tinggal. 

Ketua Komisi VI Faisol Riza 
mengatakan, Pertamina perlu 
menata ulang dan melakukan 
evaluasi terhadap posisi depo yang 
berdekatan dengan pemukiman 
warga. Penataan ulang tersebut 
penting agar kejadian serupa tidak 
terulang kembali di kemudian hari. 

Larangan Impor Pakaian 
Bekas

Pada Maret 2023, pemerintah 
mengeluarkan aturan mengenai 
pelarangan impor pakaian bekas. 
Hal itu sebagaimana tertuang dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 40 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 
tentang Barang Dilarang Ekspor dan 
Barang Dilarang Impor. 

Larangan tersebut merupakan 
langkah pemerintah yang salah 

satunya untuk melindungi industri 
tekstil dalam negeri. Wakil Ketua 
Komisi VI DPR RI Aria Bima menilai, 
fenomena masuknya pakaian bekas 
impor tersebut menjadikan Indonesia 
sebagai negara penampung sampah 
baju bekas. 

Padahal, menurut legislator 
Dapil Jawa Tengah V ini, industri 
tekstil di Indonesia sebenarnya bisa 
mencukupi kebutuhan dalam negeri 
dengan harga yang murah. Untuk 
itu, Aria menekankan, pemerintah 
dapat memperkuat koordinasi dalam 
melakukan pengawasan di lapangan, 
termasuk pengawasan hingga ke 
tingkat daerah.  

Investasi Berpihak pada 
Masyarakat

September 2023, terjadi peristiwa 
bentrokan antara aparat dengan 
masyarakat adat Pulau Rempang 
yang dipicu rencana penggusuran 
pemukiman warga untuk dijadikan 
Rempang Eco City. Proyek investasi 
di Pulau Rempang dibangun di 
atas lahan kurang lebih 165 km 
persegi sebagai kawasan industri, 
perdagangan, hingga wisata yang 
terintegrasi. 

Untuk mengurai permasalahan 
tersebut, Presiden Joko Widodo 
menugaskan Menteri Investasi/
BPKM Bahlil Lahadalia untuk turun 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

Anggota Komisi VI DPR RI Muslim saat mengikuti RDP dengan BSN, KPPU, BP Batam, BPKS Sabang.
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langsung melakukan dialog dengan 
warga Rempang, menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 

Anggota Komisi VI Muslim 
mengingatkan pemerintah bahwa 
investasi harus tetap berpihak pada 
rakyat. Jika masih ada konflik yang 
terjadi, Muslim mengatakan, artinya 
masih ada persoalan yang belum 
selesai. Selain Muslim, Amin Ak juga 
mengingatkan bahwa jangan sampai 
investasi justru mengorbankan 
rakyat. Sebab, menyejahterakan 
rakyat merupakan amanah konstitusi 
yang salah satu cara strategisnya 
adalah melalui investasi. 

Revisi Permendag 
No.50/2020

Jelang akhir tahun 2023, 
pemerintah melalui Kementerian 
Perdagangan (Kemendag) merevisi 
Peraturan Mendag (Permendag) 
No.50/2020 tentang Perizinan 
Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan 
Pengawasan Pelaku Usaha dalam 
Perdagangan Melalui Elektronik 
(PPMSE). Dalam aturan baru tersebut, 
platform media sosial seperti TikTok, 
Facebook, Instagram, dan Twitter 
akan dilarang berjualan langsung. 

Revisi Permendag itu dikeluarkan 
menyusul adanya keluhan dari 
para pedagang konvensional yang 
merasa dirugikan dengan kehadiran 

social commerce seperti TikTok Shop. 
Oleh karenanya, pemerintah akan 
mengatur social commerce hanya 
diperbolehkan untuk memfasilitasi 
promosi barang atau jasa. 

Komisi VI telah mengingatkan 
Kemendag untuk memberi perhatian 
terhadap perdagangan digital. 
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad 
Hekal pada September 2023 lalu, 
telah meminta fenomena sosial 
media menjadi e-commerce untuk 
diregulasi. Ia menilai adanya social-

commerce dikhawatirkan berdampak 
negatif pada UMKM yang ada, jika 

tidak diatur dalam regulasi. 

Membongkar 
Penyelewengan Dapen 

Di akhir 2023, Indonesia kembali 
dikagetkan dengan penyerahan 
laporan dugaan penyelewengan 
dana pensiun (Dapen) 4 BUMN 
bermasalah ke Kejaksaan Agung 
(Kejagung) oleh Menteri BUMN Erick 
Thohir. Komisi VI dalam mendukung 
langkah Erick dalam membongkar 
temuan dugaan penyelewengan 
Dapen yang dikelola BUMN tersebut. 

Anggota Komisi VI Intan Fauzi 
mengatakan dugaan adanya tindak 
pidana korupsi pada Dapen di 
beberapa BUMN bisa berdampak 
besar bagi kinerja perusahaan serta 
menimbulkan kerugian negara. Untuk 
itu, ia meminta agar dugaan korupsi 
tersebut diusut tuntas. 

Andre Rosiade juga mengatakan, 
langkah Menteri BUMN tersebut 
merupakan langkah yang tepat. 
Ia pun mendukung Erick Thohir 
melakukan perbaikan sistem 
pengelolaan Dapen di BUMN. “Saya 
rasa langkah BUMN mengajak 
bersama-sama BPKP sudah tepat. 
Ini juga bisa menjadi dasar perbaikan 
sistem Dapen di BUMN ke depannya,” 
jelas Andre.  bia/mh 

Anggota Komisi VI Intan Fauzi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir 

di Senayan, Jakarta, Juni lalu.
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Akhir tahun 2022 
lalu, tepatnya 
tanggal 22 
Desember 
2022 terjadi 
kebakaran  di 
pabrik 
pengelolaan 
dan pemurnian 

(smelter) nikel milik PT Gunbuster 
Nickel Industry (GNI) Morowali, 
Sulawesi Tengah, yang merenggut 
dua karyawan perusahaan itu. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR 
RI Bambang Haryadi bersama 
beberapa anggota Komisi VII 
DPR RI lainnya, Januari 2023 
silam, meninjau langsung lokasi 
kebakaran untuk memastikan apakah 
kejadian tersebut akibat kelalaian 
atau kesalahan teknis. “Kita ingin 
mendalami dan mengetahui sejauh 
mana, peralatan yang di gunakan 
selama ini oleh pihak PT GNI, apakah 
perawatan sudah dilakukan sesuai 
aturan, apakah sudah dilakukan 
cek berkala, layak digunakan, juga 
perlu adanya kalibrasi untuk semua 

peralatan,” kata Bambang.
Sementara itu Anggota Komisi 

VII DPR RI Nurhasan Zaidi menilai 
pengelolaan dan pemurnian 
(smelter) nikel tersebut merupakan 
milik perusahaan besar, masuk dalam 
proyek strategis nasional. Sudah 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat meninjau langsung lokasi insiden kebakaran di pabrik pengelolaan dan 

pemurnian (smelter) nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry.

Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Dirut PT PLN. 
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seharusnya menerapkan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3). Namun 
pada kenyataannya penerapan K3 
di perusahaan ini sangat lemah. 
Padahal, seperti diketahui, PT GNI 
yang merupakan pabrik pengelolaan 
dan pemurnian (smelter) nikel 
merupakan proyek besar yang 
bernilai Rp27 triliun. 

Kebijakan Subsidi Mobil 
dan Motor Listrik

Di awal tahun 2023 lalu 
berhembus kabar akan dikeluarkan 
kebijakan baru dari pemerintah, 
yakni kebijakaan subsidi motor dan 
mobil listrik yang diambil dari APBN 
(anggaran pendapatan belanja 
Negara). Hal tersebut menimbulkan 
ragam pendapat dari berbagai pihak, 
termasuk dari anggota Komisi VII DPR 
RI, Abdul Kadir Karding. 

Februari lalu, Karding menilai, 
kebijakan subsidi motor dan mobil 
listrik bukan merupakan langkah 

Kebakaran Pabrik Smelter Nikel 
di Morowali
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sedang proses,” ungkap Mukhtarudin, 
Mei silam. Politisi Fraksi Partai 
Golkar ini berharap, ketegasan 
dan keberanian Presiden Jokowi 
menyerukan lawan gugatan Eropa 
di WTO. Hal tersebut mestinya juga 
diteruskan oleh presiden selanjutnya, 
siapapun presiden hasil pemilu 2024 
mendatang. 

Akuisisi PT Vale Indonesia 
(INCO)

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI 

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Direktur Utama 

Mind ID, Antam, dan IBC.

Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto
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yang jitu dalam upaya mendorong 
transisi energi ke energi baru dan 
energi terbarukan (EBET). Malah, 
hanya menghabiskan banyak 
anggaran, sementara dampak yang 
dihasilkan pun cenderung kurang baik. 

Audit Ulang Kilang Minyak 
Pertamina

Maret lalu, terjadi kebakaran di 
Depo Pertamina Plumpang, Jakarta 
Utara. Kebakaran diduga akibat 
kebocoran pipa. Berdasarkan data 
sementara yang diterima BPBD DKI, 
tercatat 17 korban tewas, 49 orang 
luka berat, dan dua orang luka sedang. 
Para korban dilarikan ke sejumlah 
rumah sakit terdekat, di antaranya 
RSUD Koja, RS Tugu, RS Mulyasari, RS 
Pelabuhan, dan RS Firdaus. 

Menanggapi hal itu Ketua Komisi 
VII DPR RI, Sugeng Suparwoto 
mengungkapkan, Depo Pertamina 
Plumpang sebelumnya telah 
dinyatakan kategori ‘bahaya satu’. 
Bahkan, Komisi VII DPR RI sudah 
berulang kali minta Pertamina atau 
pemerintah melalui Kementerian 
ESDM mengaudit ulang seluruh 
fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) di 
Indonesia, terutama kilang minyak. 

DPR Dorong Proyek IBC
April lalu, Anggota Komisi VII DPR 

RI Ramson Siagian menilai proyek 
Indonesia Battery Corporation (IBC) 
berjalan lambat. Padahal, proyek 
pengembangan electric vehicle 
battery yang berada di bawah 
naungan Mind ID ini sudah dimulai 
sejak tahun 2020, namun progresnya 
belum terlihat. 

 “Visi untuk mengembangkan 
electric vehicle battery Ini memang 
sudah dimulai sejak tahun 2020, jadi 
sudah hampir 3 tahun, progresnya 
belum terlihat. Tapi sekarang setelah 
Pak Hendi jadi Dirut MIND ID, mungkin 
akan lebih cepat pergerakannya. Jadi 
saya berharap, mudah-mudahan bisa 
lebih cepat progressnya,” ujar Ramson. 

Hilirisasi Industri

Anggota Komisi VII DPR RI 
Mukhtarudin mendorong agar 
program hilirisasi industri di tanah 
air tetap dilanjutkan. Meskipun 
dinyatakan kalah melawan Uni Eropa 
(UE) atas gugatan di Organisasi 
Perdagangan Dunia (World Trade 

Organization/WTO). 
“Kita tidak boleh takut 

menghadapi gugatan di WTO. 
Walaupun kita kalah dalam gugatan 
pertama. Kita kan sedang berupaya 
banding. Nah, banding ini kan 
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Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin.
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Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. 
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Bambang Haryadi minta pemerintah 
meninjau ulang rencana pemberian 
perpanjangan izin kontrak PT Vale 
Indonesia Tbk (INCO) yang akan 
berakhir pada 2025 mendatang. 
Salah satu pertimbangannya terkait 
komposisi saham Vale Indonesia saat 
ini. Menurutnya, sebanyak 20% saham 
Vale Indonesia yang dilepas ke publik 
mayoritas justru dikuasai pihak asing. 

“Infonya itu yang memiliki saham 
20 persen mereka-mereka juga, 
bahkan itu terindikasi dana pensiun 
Sumitomo. Padahal, Sumitomo sudah 
memiliki saham yang tercatat di Vale,” 
kata Bambang dalam Rapat Kerja 
bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif di 
Gedung DPR RI, Juni silam. 

Efektivitas Penggunaan 
Smart Meter AMI

Juli lalu, PT PLN akan mengganti 
meteran listrik konvensional dengan 
Smart Meter ‘Advance Metering 
Infrastructure’ (AMI). Alat ini dinilai 
dapat mengumpulkan informasi 
penggunaan atau konsumsi listrik 
pelanggan secara otomatis, lalu 
mengirimkannya ke perangkat milik 
konsumen dan produsen. Sehingga, 
dengan alat Smart Meter AMI itu, 
dapat mempermudah pelanggan 
mengetahui tagihan listriknya setiap 

bulan. 
Menanggapi hal tersebut, 

Wakil Ketua Komisi VII Eddy 
Soeparno mempertanyakan 
efektivitas penggunaan Smart 
Meter AMI kepada pelanggan. “Kita 
ingin tahu program Smart Meter 
terbaru milik PLN bagaimana 
cara penggunaannya dan 
implementasinya dari pemasangan 
perangkat ini,” katanya dalam rapat 
kerja dengan Dirut PT PLN, Juli 
silam. 

Kelangkaan Gas Melon
Masih di bulan Juli, sejumlah 

wilayah Indonesia terjadi kelangkaan 
gas elpiji 3 kg. Kelangkaan terjadi 
di wilayah Kalimantan, Banten, dan 
beberapa wilayah lainnya, seiring 
dengan meningkatnya permintaan 
terhadap elpiji 3 kg tersebut. 
Menanggapi hal itu Anggota Komisi 
VII DPR RI Mukhtarudin meminta 
pemerintah segera melakukan 
upaya untuk mengatasi kelangkaan 
tabung elpiji 3 kg (gas melon) yang 
belakangan terjadi di sejumlah 
daerah. 

“Pemerintah harus memetakan 
wilayah yang saat ini mengalami 
kelangkaan elpiji 3 kg, maupun 
faktor-faktor penyebab terjadinya 
kelangkaan tersebut. Sehingga, ada 
upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 
kg tambahan ke tiap wilayah tersebut. 
Tentu bekerja sama dengan Pemda 
setempat,” ungkap Mukhtarudin. 

Impor Nikel 
Dipertanyakan

Agustus lalu, Anggota 
Komisi VII DPR RI Muhammad 
Nasir mempertanyakan kepada 
Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif perihal 
perusahaan Smelter asal Indonesia 
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yang melakukan kegiatan impor bijih 
nikel dari luar negeri. Menurutnya, 
hal ini ironis mengingat selama ini 
Indonesia dikenal sebagai penghasil 
nikel terbesar di dunia. 

”Saya mendapat kabar, sekarang 
Indonesia malah mengimpor nikel, 
kok jadi kita yang impor? Padahal, 
kita sampaikan di mana-mana bahwa 
penghasil nikel terbesar nomor satu 
di dunia itu Indonesia. Nah, malah ini 
sebaliknya. Hari ini kita mengimpor,” 
tanya Nasir dalam Rapat Kerja Komisi 
VII dengan Menteri ESDM RI. 

KOMISI VII Setujui 
Anggaran KESDM Rp6,79 T

September lalu, Komisi VII 
DPR RI menyetujui pagu anggaran 
Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KSDM) tahun 2024 sebesar 
Rp6,79 triliun. Hal tersebut menjadi 
salah satu kesimpulan rapat kerja 
Komisi VII DPR RI dengan Menteri 
ESDM, Arifin Tasrif yang dibacakan 
oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng 
Suparwoto, di ruang rapat Komisi VII 
DPR RI. 

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja 
Komisi VII tanggal 6 September 2023 
disepakati adanya tambahan anggaran 
sebesar Rp1 triliun. Dengan demikian, 
pagu anggaran Kementerian ESDM 
tahun 2024 yang semula Rp6,77 triliun 
menjadi Rp7,77 triliun.

Pemerintah Jangan 
“Suntik Mati” PLTU 
Batubara 

Wakil Ketua Komisi VII DPR 
RI Eddy Soeparno menilai APBN 
tidak kuat untuk menanggung biaya 
program pensiun dini PLTU batubara. 
Terlebih lagi masih banyak kebutuhan 
bangsa Indonesia lainnya yang tidak 
kalah pentingnya. “Kalau hanya dari 
APBN (untuk mempensiunkan dini 
PLTU batubara) menurut saya tidak 
mungkin. APBN tidak kuat untuk 
menanggung pensiun dini seluruh 
PLTU. Harus ada sumber lainnya,” ujar 
Eddy, Oktober silam. 

Dijelaskannya, saat ini untuk 

mempensiunkan dini PLTU 
Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1 
dibutuhkan dana Rp25 triliun, 
dengan rincian Rp12 triliun untuk 
Pelabuhan Ratu dan Rp13 triliun 
untuk PLTU Cirebon-1. Untuk 
Cirebon-1 ini sudah ada komitmen 
dari ADB untuk membiayainya. 
“Nah, ini kan besar sekali, baru 
dua PLTU. Setidaknya harus ada 
sumber-sumber pendanaan lain 
yang dapat digunakan untuk 
mendukung program pensiun dini 
PLTU ini. Misalnya, pendanaan 
melalui skema Just Energy Transition 
Partnership (JETP) dan dukungan 
dari Asian Development Bank (ADB), 
“paparnya. 

Sebagaimana diketahui, 
Kementerian Keuangan baru saja 
menerbitkan peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 
2023 tentang Pemberian Dukungan 
Fiskal melalui Kerangka Pendanaan 
dan Pembiayaan Dalam Rangka 
Percepatan Transisi Energi di Sektor 
Ketenagalistrikan. Melalui aturan 
baru tersebut, pembiayaan terkait 
penghentian operasional sejumlah 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap 
(PLTU) lebih cepat dari rencana awal 
alias pensiun dini akan menggunakan 
APBN. Dua PLTU yang akan menjadi 

proyek pilot suntik mati pemerintah 
terhadap PLTU batubara adalah PLTU 
Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon-1. 

Perizinan Minerba Harus 
Dapat Pendampingan 
Penegak Hukum

November lalu, Wakil Ketua 
Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi 
meminta Kementerian Energi dan 
Sumberdaya Mineral (ESDM) bekerja 
sama dengan Kejaksaan atau 
kepolisian sebagai pendamping 
dalam mengatur kegiatan 
pertambangan mineral dan batubara 
(minerba). Termasuk di dalamnya 
penetapan pemberian Izin usaha 
pertambangan khusus atau IUPK. 

“Untuk mengantisipasi celah-
celah terjadinya pelanggaran hukum 
kami mendorong Kementerian 
ESDM melakukan perjanjian, MoU 
(memorandum of understanding) 
dengan pihak kejaksaan ataupun 
kepolisian. Hal ini semata sebagai 
pendampingan prosedur, bukan 
pendampingan teknis ya. Bahwa 
seluruh prosedur sudah dijalankan 
dengan bagus dan sudah disupervisi 
oleh kejaksaan sebagai pengacara 
negara, maupun penegak hukum 
di republik ini kan kepolisian,” ujar 
Bambang.  ayu/mh

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt Dirjen 

Minerba, Kementerian ESDM. 
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Mengawali 
tahun 2023, 
Januari lalu, 
Ketua Komisi 
VIII DPR RI 
Ashabul Kahfi 
menyerukan 
perlu 
menggencarkan 

kembali sosialisasi mitigasi bencana. 
Ini penting, mengingat Indonesia 
seringkali mengalami perubahan 
cuaca dan iklim ekstrem yang 
terjadi secara mendadak. Kondisi 
ini kerap berujung pada bencana 
hidrometeorologis. 

“Mitigasi bencana ini sangat 
penting dilakukan untuk keselamatan 
seluruh warga. Walaupun ada 
bencana yang tak bisa dihindari 
seperti gempa bumi, namun dengan 
mitigasi bencana yang maksimal, 
dampaknya bisa ditekan seminimal 
mungkin,” katanya. 

Menurunkan Biaya Haji 
Februari silam, Komisi VIII DPR RI 

meminta pemerintah menurunkan 
Biaya Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (BPIH) 2023 yang sebelumnya 
diwacanakan sebesar Rp69 juta. 
Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi 
menegaskan, pihaknya memihak 
kepada kepentingan masyarakat 
dan mencoba mencari solusi terbaik 
atas pengelolaan pemberangkatan 
jemaah haji. 

“Usulan kami sebenarnya kalau 
bisa memutuskan 50:50 saja. Jadi 
sama-sama menanggung 50%. 
Kalau pendekatan investasi enggak 
mampu. Oleh karena itu kita dorong 
BPKH melakukan inovasi investasi, 
sehingga bisa menghadirkan manfaat 
yang lebih besar untuk jemaah,” 
ungkap Kahfi. 
Strategi Pembiayaan 
Bencana 

Kementerian Keuangan 
saat ini tengah menyusun dan 
mengimplementasikan berbagai 
strategi pembiayaan yang efektif dan 
efisien untuk mempercepat respon 
penanganan bencana, salah satunya 
melalui mekanisme pooling fund. 

“Saya kira ini merupakan 
terobosan yang sangat baik, dan 
tentu nanti kami akan dorong di 
Komisi VIII untuk memastikan 
agar efektivitas dari program atau 
sumber pembiayaan dari pooling 
fund ini betul-betul bisa memiliki 
kemanfaatan untuk menyerap 
berbagai kebutuhan masyarakat,” 
nilai Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace 
Hasan Syadzily, Maret lalu.

Idulfitri 2023 Momentum 
Konsolidasi 

April silam, Ketua Komisi VIII DPR 
RI Ashabul Kahfi mengatakan Idulfitri 
1444 Hijriah merupakan momentum 
untuk konsolidasi spiritualitas dan 

Ketua Komisi VIII Ashabul Kahfi (dua dari kiri) saat konferensi pers di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Februari lalu.
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sosial menjelang Pemilu 2024. 
Menurut politisi Fraksi PAN ini, Idulfitri 
menjadi sumber energi spiritual 
dalam menyongsong Pemilu 2024. 

Idulfitri merupakan momentum 
kebangkitan spiritual, di mana umat 
Islam menyebutnya dengan istilah 
pencapaian takwa. “Energi spiritual 
juga bakal memberi horison visi 
jangka panjang bagi calon pemilih 
maupun calon pemimpin bangsa 
yang akan dipilih dalam pemilu,” 
ucapnya. 

Kuota Haji Tambahan 
Mei lalu, Wakil Ketua Komisi VIII 

DPR RI Ace Hasan Syadzily berharap.
penambahan kuota haji 8.000 jemaah 
dapat diprioritaskan untuk lansia 
yang telah lama menunggu antrean. 
Diketahui, Menteri Agama RI Yaqut 
Cholil Qoumas menyatakan bahwa 
tambahan kuota haji itu sudah masuk 
ke dalam sistem e-Hajj, aplikasi 
pemvisaan Arab Saudi. 

Sosialisasi Mitigasi Bencana                                 
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Ia menegaskan agar Kementerian 
Agama melakukan pembinaan total 
kepada para santri. 

“Pesantren Al Zaytun sendiri 
sebagai institusi pendidikan 
merupakan aset umat. Sebagai 
aset umat, sayang jika dihilangkan. 
Oleh karena itu, jika persoalan yang 
dipidanakannya itu ajaran agama 
yang menyimpang, maka Pesantren 
Al Zaytun, ya perlu dibina,” kata Ace.

Terima Menteri Selandia 
Baru 

Aguatus lalu, Ketua Komisi VIII 
DPR RI Ashabul Kahfi menyambut 
baik kunjungan balasan Menteri 
Perdagangan dan Pertanian Selandia 
Baru ke DPR RI. Kunjungan ini 
membahas jaminan halal pemerintah 
Selandia Baru terhadap daging sapi 
impor yang didatangkan dari negara 
tersebut ke Indonesia. 

“Beberapa waktu yang lalu 
tim audit dari BPJPH (Badan 
penyelenggara jaminan produk halal) 
berkunjung ke New Zealand untuk 
melakukan audit terkait kehalalan 
daging impor dari negara tersebut. 
Tapi sampai hari ini hasil auditnya itu 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzili.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat memimpin rapat RDPU Panja di Gedung DPR, Jakarta, Juni Lalu
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“Kami minta kepada Kementerian 
Agama RI untuk memanfaatkan kuota 
tambahan ini diperuntukkan bagi 
jemaah haji reguler dan haji khusus 
sesuai dengan ketentuan aturan yang 
berlaku. Terutama bagi jemaah lanjut 
usia yang telah lama menunggu 
antrean,” katanya. 

RUU KIA Dibahas 
Panja RUU tentang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (KIA) Komisi VIII DPR 
RI menerima masukan dari KASBI, 
Komnas Perempuan, Ketua FSBI 
(Federasi Serikat Buruh Pekerja 
Indonesia), dan Yayasan Kalyanmitra. 
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah 
Pitaloka menekankan pentingnya 
kehadiran negara yang mendukung 
ibu agar memiliki kandungan yang 
sehat dan mekanisme kerja yang 
tidak membebani ibu. Ia menilai jika 
pemberi kerja tidak mampu, negara 
harus menyubsidi. 

“Terkait hak cuti melahirkan 
dan laktasi dapat diintegrasikan 
dan disinkronkan dengan 
UU Ketenagakerjaan, karena 
pelaksanaan RUU KIA ini pada 
akhirnya disesuaikan dengan 
ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku,” kata politisi Fraksi PDI 

Perjuangan ini. 

Polemik Al Zaytun 
Juli silam, Wakil Ketua Komisi VIII 

DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta 
pemerintah mengkaji ulang rencana 
pembubaran Pondok Pesantren 
Al Zaytun. Sebab, aset umat dan 
para santri sayang jika dihilangkan. 
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Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat RDP dengan Kepala BKPH, di Gedung DPR, Oktober lalu.
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Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Menteri Perdagangan Selandia 

Baru Rino Tirikatene ke DPR RI.
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belum dikeluarkan, (juga dari BPJPH 
Indonesia) terhadap lembaga yang 
melakukan serifikat halal di Indonesia 
itu belum keluar,” ungkap Kahfi. 

Tinjau Bandara Soetta 
September silam, Komisi VIII DPR 

RI meminta pelayanan penerbangan, 
khususnya bagi para jemaah haji dan 
umrah di Bandara Soekarno-Hatta 
(Soetta) ditingkatkan. Sebab, bandara 
yang dikelola Angkasa Pura II itu, 
paling banyak memberangkatkan 
jemaah haji dan umrah tiap tahun. 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua 
Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily 
saat membahas aspek pelayanan 
ibadah haji dan umrah di Bandara 
Soetta. “Kami membahas bersama 
tentang bagaimana pelaksanaan 
pelayanan yang diberikan kepada 
jemaah, termasuk dari aspek 
imigrasinya, pelayanannya, dan 
berbagai hal terkait dengan 
pelayanan kepada jemaah haji 
maupun jemaah umroh yang 
jumlahnya cukup besar,” katanya. 

Kuota Haji 2024 
Pemerintah Arab Saudi 

menyampaikan, kuota haji 2024 untuk 

Indonesia mencapai 221 ribu. Oktober 
lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI 
Marwan Daspoang mempertanyakan 
proyeksi biaya untuk tambahan 
jemaah haji 2024. Ia menilai proyeksi 
biaya haji 2024 hanya cukup untuk 
tambahan kuota haji sebesar 221 ribu. 

Politisi PKB ini menyampaikan, 
daftar tunggu ibadah haji sudah 
mencapai 5 juta orang. Ia mendesak 
pemerintah memanfaatkan kuota 
haji Timor Leste yang tidak terserap 
secara maksimal dengan cara 
melakukan negosiasi mengenai 
permasalah tersebut. “Timor 
Leste itu tidak terserap kuota 
hajinya kenapa kita tidak lakukan 
negosiasi dengan mereka untuk 
menggunakan kuotanya agar daftar 
tunggu haji dapat berkurang,” 
paparnya.

Abdul Wachid Dilantik 
November lalu, Wakil Ketua DPR 

RI Sufmi Dasco Ahmad melantik 
pergantian Wakil Ketua Komisi VIII 
DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. 
Wakil ketua yang lama Moekhlas 
Sidik diganti Abdul Wachid. 

Usai meresmikan pelantikan, 
Dasco mengucapkan selamat 
kepada Wakil Ketua Komisi VIII 
yang baru Abdul Wachid, lalu 
menyerahkan palu sidang secara 
simbolik kepada Abdul Wachid. 

tn/mh
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Januari lalu, 
Wakil Ketua 
Komisi IX DPR 
RI Kurniasih 
Mufidayati 
mengatakan 
pencabutan 
status PPKM 
harus diikuti 

dengan roadmap yang jelas untuk 
kesiapan transisi dari pandemi 
menuju endemi. Hal ini disampaikan 
Kurniasih menyusul keputusan 
pemerintah mencabut Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). 

Sementara itu, Anggota Komisi 
IX DPR RI Saleh Daulay meminta 
Kementerian Kesehatan RI segera 
menyediakan vaksin Covid-19 
untuk anak. Menurutnya, kebutuhan 
terhadap vaksin Covid-19 untuk anak 
ini penting. Apalagi, penyebaran virus 
Covid-19 dengan berbagai variannya 
masih terjadi. 

Bentrok Pekerja di 
Morowali 

Februari silam, Anggota Komisi 
IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher 

meminta dilakukan penyelidikan 
yang transparan dan akuntabel 
terhadap kejadian bentrok tenaga 
kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja 
asing (TKA) yang membuat jatuhnya 
tiga korban jiwa di PT Gunbuster 
Nickel Industry (GNI) di Morowali 
Utara, Sulawesi Tengah. 

Ia menyarankan penyelidikan 
dapat dilakukan oleh unsur 
independen dengan melibatkan 
penegak hukum dan pemerintah 
untuk mendapatkan akar masalah 
yang sebenarnya dari kejadian 
bentrok tersebut. 

Bahaya Diabetes Anak 
Maret lalu, Anggota Komisi IX DPR 

RI Nurhadi meminta Kementerian 
Kesehatan proaktif melakukan 
sosialisasi masif dan sistematis 
ke berbagai lapisan masyarakat 
khususnya orangtua dan anak-anak 
mengenai bahaya diabetes. 

Diketahui, Ikatan Dokter Anak 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.
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Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.
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PPKM Dicabut,
Transisi Menuju Endemi
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Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Tim Kunker Komisi IX DPR RI saat foto bersama di Titik Nol 

Ibu Kota Nusantara.

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari.
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Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa 
pada 2023, kasus diabetes pada anak 
meningkat hingga 70 kali lipat sejak 
2010 lalu. Karenanya, kasus diabetes 
anak merupakan alarm keras bagi 
dunia kesehatan khususnya bagi 
kesehatan anak-anak. Mengingat, 
penyakit diabetes berimplikasi 
luas pada berbagai penyakit lain 
diantaranya gagal ginjal, jantung, 
syaraf mata, dan lain-lain. 

Tinjau IKN, Sarpras Faskes 
Harus Tersedia 

Komisi IX DPR RI melakukan 
kunjungan kerja spesifik ke 
Kalimantan Timur untuk melihat 
perkembangan pembangunan 
Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 
Emanuel Melkiades Laka Lena yang 
memimpin rombongan memberikan 
perhatian terhadap penyiapan 
fasilitas kesehatan bagi orang-orang 
yang bekerja membangun IKN. 

 Dia juga meminta agar BPJS 
Ketenagakerjaan memperhatikan 
jaminan sosial bagi para pekerja yang 
bekerja di IKN, April lalu. 

Fenomena Chiki Ngebul 
Mei silam, Anggota Komisi IX DPR 

RI Putih Sari menyoroti penggunaan 
nitrogen cair pada jajanan 

smoked-ice atau ‘chiki ngebul’ 
(cikibul). Lantaran, ditemukannya 
sejumlah kasus gejala keracunan 
makanan pada anak setelah 
mengkonsumsi jajanan tersebut. 

Putih menilai, masyarakat 
belum terinformasikan dengan baik 
terkait food grade dan non food 
grade, sehingga kerap kali nitrogen 
cair dipakai dalam pengolahan 
dan penyajian makanan. Sebab, 
BPOM mendapati sebagian besar 
nitrogen cair digunakan bukan untuk 
makanan. Ia pun meminta BPOM 
untuk berperan aktif melakukan 

pengawasan terhadap  makanan 
yang beredar di masyarakat. 

One Day One Egg 
Juni lalu, Anggota Komisi IX DPR 

RI Hasnah Syam menerima apresiasi 
dari pemerintah karena dinilai telah 
berhasil menggagas program One 

Day One Egg untuk menurunkan 
stunting di Kabupaten Barru, 
Sulawesi Selatan. One Day One Egg 
merupakan gerakan memberikan 
satu butir telur per hari kepada anak. 

Berbagai program pemerintah 
Kabupaten Barru didukung inovasi 
dari Hasnah mampu membantu 
menurunkan stunting di Barru 
secara signifikan. Pada 2021, 
angka stunting mencapai 26,40 
persen, lalu pada 2022 turun 
secara signifikan menjadi 14,10 
persen. Hasnah mengungkapkan 
keberhasilan program One Day 

One Egg ini tidak terlepas dari 
kerja sama dengan Dinas Sosial 
yang ikut memberdayakan tenaga 
pendamping PKH (Program Keluarga 
Harapan), dengan memantau 
langsung kondisi setiap anak 
penderita stunting. 

RUU Kesehatan Dibahas 
Juli lalu, Komisi IX DPR RI selalu 

membuka ruang dialog terkait 
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Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat memimpin Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Darul Siska saat memimpin Timwas Haji DPR mengunjungi KKHI di Madinah.
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pembahasan RUU Kesehatan. 
Terkait substansi yang menjadi 
konsen masyarakat, Komisi 
IX  memastikan beleid tersebut 
memberikan perlindungan hukum 
bagi tenaga kesehatan dalam 
menjalankan praktik sehari-hari. 

Selain itu, DPR bersama 
pemerintah sepakat menghapus 
alokasi anggaran atau mandatory 
spending kesehatan minimal 10 
persen dalam RUU Kesehatan, 
baik di tingkat pusat dan daerah. 
Hal ini dimaksudkan agar tujuan 
dialokasikan Mandatory Spending 
bukan berdasarkan alokasi, 
tetapi komitmen anggaran dari 
pemerintah untuk memastikan 
program strategis tertentu di sektor 
kesehatan bisa berjalan maksimal. 

Klinik Kesehatan Haji 
Indonesia di Madinah 

Juli lalu, Anggota Tim Pengawas 
(Timwas) Haji dari Komisi IX DPR 
RI Darul Siska mengatakan, Klinik 
Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di 
Madinah masih jauh dari kondisi 
ideal. Pasalnya, klinik tersebut 
kekurangan dokter dan tempat 
tidur, sehingga mengakibatkan 
pelayanan terhadap jemaah haji 
Indonesia tidak maksimal. 

Politisi F-Golkar ini menegaskan, 

ke depan jika semakin banyak 
jemaah haji lansia, maka dibutuhkan 
banyak tenaga dokter yang memadai. 
Ia memberikan komparasi rasio 
dokter yang ada harus sesuai 
dengan berbagai penyakit yang 
dialami oleh jemaah. Ia juga 
berharap, agar pemanfaatan klinik 
ini dapat ditingkatkan supaya tidak 
mubazir. Karena, menurutnya, aset 
ini disewa sepanjang tahun, tetapi 
penggunaanya hanya untuk musim 
haji saja. 

WNI Korban TPPO 

September silam, Ketua Komisi 
IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene 
mempertanyakan kehadiran negara 
dalam memberikan perlindungan 
bagi Pekerja Migran Non Prosedural 
yang kerap kali menjadi korban kasus 
Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO). 

Felly menyampaikan, tak sedikit 
temuan kasus warga Sulawesi Utara 
ditemukan tak bernyawa dan diduga 
menjadi korban TPPO. Karena itu, ia 
meminta pemerintah meningkatkan 
kewaspadaan dan pencegahan agar 
WNI tidak menjadi korban TPPO.

Polemik Menekan DBD 
November silam, Anggota  Komisi 

IX DPR RI Nur Nadlifah mengingatkan 
pemerintah agar penyebaran nyamuk 
Wolbachia tidak lantas menimbulkan 
penyakit baru. Sebab, tujuan awal 
penyebaran nyamuk tersebut adalah 
untuk mengurangi populasi nyamuk 
penyebab demam berdarah (Demam 
Berdarah Dengue/DBD). 

“Harus ditinjau ulang program 
penyebaran nyamuk Wolbachia. 
Jangan sampai tujuan kita 
untuk memberantas nyamuk 
Aedes Aegypti ini dengan cara 
menghadirkan nyamuk Wolbachia 
justru menghadirkan penyakit baru 
lagi,” ujar Nadlifah. ann/mh
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Januari 2023 
silam, tragedi 
Kemanusiaan 
Kanjuruhan 
menelan 
135 korban 
meninggal 
dunia dan 600 
orang lebih 
terluka. Komisi 

X DPR mendesak Kementerian 
Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) 
membenahi sistem manajemen 
sepak bola nasional. 

“Kita tidak ingin tragedi 
kemanusiaan itu hanya menjadi angin 
lalu. Tragedi ini harus dituntaskan dan 
menjadi momentum penanganan 
suporter yang baik. Karena kalau 
tidak, akan menjadi preseden buruk 
bagi perkembangan sepak bola kita,” 
ungkap Ketua Komisi X DPR Syaiful 
Huda. PSSI ikut bertanggung jawab 
atas tragedi ini. Dan rekomendasi Tim 
Gabungan Independen Pencari Fakta 
juga harus ditindaklanjuti. 

K A L E I D O S K O P  2 0 2 3
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Joki Calon Guru Besar
Anggota Komisi X DPR RI Fahmy 

Alaydroes meminta Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemendikbudristek) 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat mengikuti RDPU dengan keluarga korban tragedi Kanjuruhan beserta DPRD Kota 

Malang.

Anggota Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes. 
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menindak tegas praktik perjokian 
akademik di Indonesia. Baginya, 
peristiwa ini membuka tabir ironi 
dunia akademik yang melibatkan 
pejabat struktural kampus, dosen, 
hingga mahasiswa. 

“Moralitas akademik yang 
seharusnya dijunjung tinggi oleh 
para guru besar, justru dilanggar 
begitu saja tanpa tahu malu oleh 
para oknum. Harus ada sanksi dan 
hukuman yang sepadan kepada yang 
terbukti melakukan tindakan tercela 
agar tidak lagi diulangi dan ditiru oleh 
yang lain,” tegasnya, Februari lalu. 

Minim Merdeka Belajar di 
3T

Maret lalu, Anggota Komisi X 
DPR RI Sakinah Alfujri meminta 
Kemendikbudristek turut 
memperhatikan peningkatan literasi 
membaca melalui program episode 
23 Merdeka Belajar di daerah 
3T (terdepan, terluar, tertinggal), 

Tragedi Kanjuruhan dan 
Pembenahan Sepak Bola Nasional                             



TH. 2023    EDISI 228     PA R L E M E N TA R I A      4343

K A L E I D O S K O P  2 0 2 3

K O M I S I  X

Merauke. 

Pertanyakan Sistem 
Zonasi

Juli silam, Wakil Ketua Komisi 
X Dede Yusuf Macan Effendi 
mempertanyakan terjadinya 
sengkarut implementasi regulasi 
sistem zonasi pada masa Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB). Dirinya 
meminta Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
(Kemendikbudristek) melakukan 
perbaikan dengan mencari solusi dari 
polemik yang terjadi. 

“Kita sudah panggil 
Kemendikbudristek agar 
mengevaluasi secara menyeluruh. 
(Evaluasi) ini sudah berjalan antara 
satgas PPDB dan Ombudsman. 
Komisi X memberikan tenggang 
waktu sampai bulan Oktober (kepada 
Kemendikbudristek),” jelasnya.  

Pendidikan Inklusif Bagi 
Anak Disabilitas

Anggota Komisi X DPR Ledia 
Hanifa Amaliah mengingatkan 
Kemendikbudristek agar 
mengevaluasi seluruh aturan yang 
terkait anak-anak penyandang 
disabilitas. Salah satunya adalah 
Permendikbud Nomor 157 Tahun 
2014 dan Undang-Undang Nomor 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian
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khususnya di provinsi Sulawesi 
Tengah. Pasalnya, berdasarkan 
informasi yang ia terima, provinsi 
Sulawesi Tengah berada pada 
urutan enam terendah tingkat literasi 
membaca di Indonesia. 

“Kami berada di daerah 3T. Ada 
12 Kabupaten dalam satu provinsi. 
Peringkat (literasi membaca) kami 
ada pada enam dari bawah. Ini 
sungguh memukul dan menampar 
muka kami semua di Sulawesi 
Tengah. Kami ingin tahu daerah-
daerah mana yang diturunkan buku-
buku itu di kabupaten supaya kami 
bisa pantau,” ungkap Sakinah 

Gagal Jadi Tuan Rumah 
U20

April silam, Wakil Ketua 
Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian 
menyayangkan perjuangan selama 
3 tahun untuk menjadi tuan rumah 
Piala Dunia U-20 dibatalkan. Dirinya 
berharap semua stakeholder di 
Indonesia harus menjadikan peristiwa 
ini sebagai pelajaran agar tidak 
terulang di masa mendatang. 

Politisi Fraksi Golkar itu menilai 
alasan di balik gagalnya Indonesia 
menjadi tuan rumah Piala Dunia 
U-20 adalah pro kontra di dalam 
negeri terhadap kehadiran Timnas 
Israel yang dianggap FIFA sebagai 
sesuatu yang tidak diinginkan. 
Di sisi lain, ia turut menyesalkan 
ketidakkonsistenan pemerintah 
daerah yang melanggar komitmen 
kesepakatan penyelenggaraan Piala 
Dunia U-20. 

Apresiasi Raih 276 Medali 
Sea Games

Ketua Komisi X DPR Syaiful 
Huda mengapresiasi prestasi 
yang ditorehkan oleh Kementerian 
Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) 
yang telah berhasil mendukung 
para atlet untuk bertarung maksimal 
pada SEA Games 2023. Mewakili 
Komisi X DPR, dirinya menyampaikan 
momen prestasi Sea Games 2023 
patut menjadi batu loncatan untuk 

berprestasi lebih baik di masa 
mendatang. 

“Ini luar biasa, menurut saya. 
Kita enggak bisa bayangkan, karena 
presiden menargetkan 69 medali 
emas. Waktu itu, Pak Menpora 
juga menargetkan 60, (prestasi ini) 
terlampaui luar biasa. Terakhir itu, kita 
(raih) 87 (medali emas). Yang bikin 
saya gembira mas, capaian emas 
untuk atletik itu capaiannya bagus, 
hampir 45. Luar biasa ini. Terlebih juga 
(sepak) bola,” ungkap Huda, Mei lalu. 

Terima OECD Bahas Skor 
PISA

Juni lalu, Komisi X DPR 
menggelar rapat dengan Kepala 
The Organisation for Economic 
Co-operation and Development 
(OECD) untuk Jakarta Massimo 
Geloso Grosso. Pertemuan tersebut 
membahas indikator pendidikan 
berupa skor PISA yang diperoleh 
Indonesia pada tahun 2018. 

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul 
Fikri Faqih berupaya menggali lebih 
dalam sisi lain skor PISA sekaligus 
relevansi terhadap pendidikan 
generasi bangsa. Harapannya, 
Indonesia bisa memiliki perangkat 
kebijakan yang lebih komprehensif 
serta selaras dengan karakter 
masyarakat dari Sabang hingga 
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8 Tahun 2016. Pasalnya, pendidikan 
inklusif bagi anak-anak penyandang 
disabilitas belum sepenuhnya 
terwujud akibat sumber daya 
pendukung dan kurikulum masih 
terbatas. 

“Ada ragam disabilitas yang 
tentunya mereka bisa berkembang 
secara optimal tapi dalam 
kurikulumnya dibatasi. Saya berharap 
di 2024 selesai semua hal yang 
berkaitan dengan pendidikan khusus 
ini,” ucap politisi Fraksi PKS itu, 
Agustus silam. 

Afirmasi Tenaga 
Kependidikan

Wakil Ketua Dede Yusuf Macan 
Effendi mendukung pembukaan 
formasi dalam rekrutmen CASN 
Nasional untuk tenaga pendidik. 
Selain para guru, tenaga pendidik 
dinilai turut berperan krusial dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang 
kondusif. Sebab itu, Komisi X DPR 
mendorong Kemendikburistek untuk 
memperbaiki desain kebutuhan guru 
dan tenaga pendidikan di Indonesia. 

“Kami telah membentuk dua Panja. 
Panja tersebut menghasilkan sejumlah 
rekomendasi, yang kami sampaikan 
kepada pemerintah. Kami sudah 
mendesak pemerintah merumuskan 
kebijakan berkesinambungan 
mengenai penyelesaian GTK (Guru 

dan Tenaga Honorer) mulai dari 
tahun 2021 sampai tahun berikutnya 
dengan didasarkan data yang akurat 
dan kondisi nyata di lapangan,” tutur 
Dede, September lalu. 

Destinasi Wisata Super 
Prioritas

Oktober lalu, Wakil Ketua Komisi 
X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti 
menilai terlalu banyak instansi yang 
terlibat dalam pengambilan kebijakan 
dan pengelolaan destinasi pariwisata 
super prioritas. Hal ini mengakibatkan 
munculnya tumpang tindih 
penugasan antarinstansi sehingga 
melahirkan tata kelola pariwisata 
yang tidak efektif dan efisien. 

Isu ini menjadi sorotannya 
lantaran UNESCO telah menjatuhkan 
peringatan berupa kartu kuning 
(yellow card) terhadap Geopark 
Danau Toba, yang merupakan 
destinasi super prioritas bagi 
Indonesia sekaligus bagian dari 
Geopark UNESCO. Peringatan ini, 
ujarnya, harus menjadi pelajaran bagi 
semua pihak yang terkait agar tidak 
terulang di masa mendatang. 

Evaluasi Bantuan 
Pendidikan Daerah

November silam, Anggota Komisi 
X DPR RI Desy Ratnasari mengimbau 
kepada pemerintah agar setiap 
bantuan pendidikan bagi sekolah 
harus mempertimbangkan kondisi 
dan keunikan daerah masing-masing. 
Pasalnya, ia mendapatkan laporan 
bahwa bantuan pendidikan seperti 
perangkat laptop kurang efektif 
penggunaannya. 

“Karena terkadang kondisi 
lapangan jadi kesulitan bagi mereka. 
Ini harus dipikirkan bersama. Tidak 
hanya dukungan APBN saja tapi 
juga APBD provinsi dan kabupaten 
kota harus turut serta berkolaborasi 
mengatasi masalah ini. Ini jadi 
pekerjaan rumah kita bersama. Untuk 
itu menurut saya, jangan sampai 
bikin kebijakan yang tidak realistis 
diterapkan di daerah tertentu,” tandas 
politisi Fraksi PAN itu.  ts/mhWakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan Direktur 

Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jimmy Bernando Panjaitan.
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Wakil Ketua Dede Yusuf saat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas 

Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) dan para Pimpinan sekaligus Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan. 
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Presiden RI 
Joko Widodo 
resmi mencabut 
kebijakan 
Pemberlakuan 
Pembatasan 
Kegiatan 
Masyarakat 
(PPKM), 

pada penghujung tahun 2022. Ini 
menjadi sorotan di bulan Januari 
2023 lalu. Anggota Komisi XI DPR 
RI Puteri Komarudin mengapresiasi 
keberhasilan Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPC-PEN) dalam 
mengendalikan wabah pandemi. 

Menurutnya, berkat respon 
cepat melalui kebijakan gas dan 
rem, tidak hanya mengendalikan 
pandemi, tetapi juga mempercepat 
pemulihan ekonomi. Selain apresiasi, 
Komisi XI DPR RI juga mendorong 
evaluasi penggunaan dana Komite 
KCP-PEN yang mencapai Rp396,7 
triliun atau 83,9 persen dari Rp472,6 
triliun yang telah dianggarkan. Hal 
tersebut disampaikan Anggota 

Komisi XI DPR RI Anis Byarwati yang 
mengungkapkan perlu evaluasi 
penggunaan anggaran terutama 
dampaknya bagi masyarakat. 

Polemik Internal 
Kemenkeu

Di Bulan Maret, hampir semua 
Masyarakat Indonesia memberikan 

perhatian pada Kementerian 
Keuangan khususnya Ditjen Pajak 
pasca munculnya unggahan terkait 
dengan kehidupan glamor para 
pejabat Kemenkeu dan dugaan 
transaksi janggal bernilai fantastis. 
Anggota Komisi XI DPR RI Sihar 
Sitorus meminta, polemik yang 
terjadi di internal Kemenkeu dapat 
diselesaikan sesuai prosedur 
yang berlaku, yaitu dengan cara 
diserahkan ke ranah hukum. 

Hal serupa juga diungkapkan 
Anggota Komisi XI DPR RI, 
Kamrussamad. Menurutnya, kasus ini 
akan menggerus kepercayaan publik 
terhadap Kemenkeu khususnya wajib 
pajak kepada DJP. Pasalnya, setiap 
tahun, anggaran yang digelontorkan 
cukup besar kepada instansi 
keuangan tersebut. 

Inflasi Meyambut Hari 
Raya

Perayaan Idulfitri 1444 H 
membawa dampak ekonomi 
sepanjang bulan April. Anggota 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.
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Apresisasi dan
Evaluasi KPC-PEN
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Komisi XI DPR RI Anis Byarwati 
meminta pemerintah mengantisipasi 
lonjakan inflasi, baik selama 
Ramadan maupun Hari Raya Idulfitri. 
Ia mengingatkan tingginya kebutuhan 
pasar dan terbatasnya suplai yang 
menyebabkan inflasi, merupakan 
peristiwa yang terjadi berulang kali 
setiap tahun. 

Meningkatnya peredaran 
uang kartal dan kebutuhan atas 
uang pecahan kecil juga tak luput 
dari perhatian Komisi XI DPR RI. 
Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa 
berharap perbankan lebih aktif 
menyosialisasikan penukaran uang 
di tempat yang resmi. Hal yang sama 
juga disampaikan oleh Anggota 
Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih 
karena menurutnya masalah ini 
yang selalu berulang di setiap 
tahun menjelang hari raya terutama 
lebaran. 

Sistem IT BSI Diserang
Terganggunya layanan Bank 

Syariah Indonesia (BSI) beberapa 
waktu lalu disinyalir merupakan 
dampak serangan siber berupa 
ransomware yang dilakukan 
sekelompok peretas yang menamai 
dirinya LockBit Ransomware Group. 
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad 

Misbakhun menyebut kejadian ini 
menjadi pelajaran yang sangat mahal 
bagi dunia perbankan tanah air untuk 
mulai memberikan perhatian lebih 
kepada pengamanan sistem yang 
digunakan. 

Anggota Komisi XI DPR RI, 
Hendrawan Supratikno juga meminta 
keamanan siber (cyber security) 
di dunia perbankan harus dibuat 
berlapis. “Cyber security (keamanan 
jagad maya) merupakan fokus 
manajemen risiko di era digital. Itu 
alasan manajemen keamanannya 
dilakukan berlapis-lapis. Setiap 

pembobolan harus diselidiki secara 
seksama,” ujarnya. 

RPJMN 2020-2024
Bulan Juni mengawali siklus 

pembahasan anggaran bagi 
kementerian/lembaga baik laporan 
keuangan tahun lalu maupun usulan 
rencana kerja tahun mendatang. 
Komisi XI merekomendasikan 
Menteri PPN/Kepala Bappenas 
mempertajam usulan program 
dalam menuntaskan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI 
Dolfie berharap Kementerian PPN/
Bappenas dapat mempertajam 
program-program kerja tahun 
terakhir periode pemerintahan 
Presiden Joko Widodo. Ini agar 
program-program yang dilaksanakan 
dalam setahun terakhir dapat 
dituntaskan. 

Asumsi Dasar RAPBN 
2024

Komisi XI DPR RI dan Pemerintah 
yang diwakili Menteri Keuangan, 
Menteri PPN/ Kepala Bappenas, 
Gubernur BI, Ketua DK OJK, dan Plt. 
Kepala BPS menyepakati asumsi 
dasar makro, target pembangunan, 
dan indikator pembangunan yang 
akan digunakan pada RAPBN 2024. 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P saat berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyan usai rapat kerja.
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Persetujuan ini disahkan dalam 
Rapat Kerja dan Rapat Dengar 
Pendapat yang diselenggarakan 
di Gedung Nusantara I, DPR RI, 
Senayan, Jakarta, pada penghujung 
Agustus. Dalam Kesimpulan Rapat, 
disertakan asumsi dasar ekonomi 
makro dengan target pertumbuhan 
ekonomi pada tahun 2024 berada di 
level 5,2 persen serta tingkat inflasi 
akan berada di level 2,8 persen 

PMN 2023 dan Akselerasi 
PMN 2024

Komisi XI DPR RI menyetujui 
penambahan Penyertaan Modal 
Negara (PMN) kepada sejumlah 
BUMN setelah melalui serangkaian 
pembahasan di Bulan September. 
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie 
O.F.P menjelaskan, terdapat enam 
BUMN yang mendapatkan suntikan 
dana segar melalui PMN Tunai tahun 
Anggaran 2023 dan tujuh BUMN 
yang mendapatkan PMN Non Tunai 
baik berupa konversi piutang APBN 
dan berupa barang milik negara. 

Komisi XI juga memberikan 
lampu hijau terhadap penambahan 
PMN tunai bagi tiga BUMN yang akan 
melakukan pencairan tahun 2024 
mendatang. Selain sejumlah entitas 
yang telah disebutkan, terdapat dua 
BUMN lain yang pengajuan PMN-nya 
ditolak yaitu PT. PLN (Persero) dan 

PT. Bina Karya (Persero). Komisi XI 
DPR RI juga sepakat membatalkan 
penambahan PMN TA 2022 sebesar 
Rp3 triliun kepada PT. Waskita Karya 
(Persero) Tbk. 

Fenomena Judi Online 
Di bulan Oktober, fenomena 

judi online mulai merebak di 
masyarakat. Anggota Komisi XI DPR 
RI Kamrussamad memuji langkah 
cepat Bank Indonesia (BI) dalam 
menyiapkan mitigasi isu pembayaran 
Quick Response Code Indonesian 
Standard (QRIS) yang disalahgunakan 
sebagai metode deposit dengan 

memasukkan dana ke akun judi 
online oleh oknum tertentu. 

Anggota Komisi XI DPR RI Willy 
Aditya pun mengapresiasi kinerja OJK 
yang telah melakukan pemblokiran 
terhadap 1.700 rekening bank yang 
memiliki keterkaitan dengan kasus 
judi daring (online). Ia berharap 
langkah ini bisa terus berlanjut ke 
rekening pinjaman online (pinjol) 
ilegal, karena menurutnya dampak 
pinjol dan judi online sangat nyata di 
tengah masyarakat. 

Rupiah Terdepresiasi
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir 

Uskara mengingatkan Pemerintah 
Indonesia dan BI untuk melakukan 
antisipasi menghadapi pelemahan 
rupiah akibat dinamika tren pasar 
global yang signifikan mengalami 
perubahan tajam. Sebab itu, ia 
meminta penyesuaian terhadap 
kebijakan fiskal dan moneter. 

Anggota Komisi XI DPR RI 
Puteri Anetta Komarudin berharap, 
penguatan harga dolar terhadap 
rupiah tidak memberikan dampak 
signifikan pada sektor industri di 
tanah air. Puteri tak menampik masih 
banyak industri maupun UMKM yang 
bergantung pada komoditas impor, 
sehingga rentan terdampak fluktuasi 
nilai mata uang.  uc/mh 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.

Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya.
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Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: 
Opie/Man
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Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Sesi rapat Konsultasi 
Para Ketua parlemen negara anggota MIKTA yang ke-9, yang 

bertema ‘Menyoal Tata Kelola Global: Bagaimana Parlemen Harus 
Bertindak?’ di Jakarta, Senin, (20/11/2023).

FOTO : OJI DAN FARHAN/MAN

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid bersama Menteri Komunikasi dan 
Informatika Budi Arie Setiadi dalam Rapat Kerja terkait Pengambilan 
keputusan tingkat I Revisi UU ITE di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 

(22/11/2023). FOTO: KRESNO/MAN
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akil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23). Foto: 
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Anggota DPR RI Mulyadi dalam menerima audiensi Kampus Merdeka 
di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (23/11/2023). 

Mulyadi berpesan kepada para mahasiswa agar jangan serta-merta 
mengamini setiap stigma negatif dari masyarakat tentang DPR. 

Justru, seharusnya, mahasiswa kedepankan sikap objektif agar bisa 
menyampaikan statement yang tepat tentang DPR. FOTO: PRIMA/MAN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat 
pergantian Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI. Pergantian tersebut 
atas dasar Surat dari Fraksi Partai Gerindra perihal perubahan 
penugasan pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dari Fraksi 
Partai Gerindra yang semula Sdr Moekhlas Sidik digantikan 
dengan Abdul Wachid. di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, 
Nusantara II, Senin (20/11/2023). FOTO: RUNI/MAN
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Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih foto bersama usai memimpin 
Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama dengan DPD RI di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta, Rabu (22/11/2023). FOTO: OJI/MAN

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menyerahkan palu sidang saat 
menetapkan Anggota DPR Ichsan Soelistio menjadi Wakil Ketua Baleg DPR RI 
menggantikan Muhammad Nurdin, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 
Kamis (9/11/2023). FOTO : OJI/MAN
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Wakil Ketua Banggar DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal foto bersama usai 
menyampaikan materi dalam Kuliah Umum ‘Magang di Rumah Rakyat DPR RI 
Tahun 2023’, Rabu (15/11/2023). FOTO: RUNI/MAN

Biro Pemberitaan DPR mengelar acara peluncuran Parlemen News Room di 
Gedung Pustakaloka, Nusantara IV, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023). 
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan tantangan ke 
depan di era digital ini bagaimana melakukan konvergensi di antara semua 
informasi yang dikelola oleh masing-masing bagian atau unit kerja yang ada di 
bawah  ini, agar pengelolaan multi platform, yakni media cetak, media sosial, 
dan TV Parlemen bisa satu dalam sebuah Parlemen News Room yang hari ini kita 
launching bersama-sama. FOTO: MUNCHEN, OPIE/MAN

Deputi Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini saat peluncuran Super App 
LANGIT di ruang Abdul Muis, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2023). Ia 

menilai aplikasi tersebut menjadi super app yang merupakan integrasi data 
dari aplikasi SIPERDANA dan SIMFONI yang telah dibuatnya beberapa tahun 

sebelumnya. LANGIT merupakan aplikasi layanan data digital persidangan 
terintegrasi. Foto: Munchen/Man

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso 
(tengah) menerima audiensi dari masyarakat Kota Bandung dan Cimahi di 

Gedung Nusantara, Kamis (9/11/2023). FOTO : JAKA/MAN
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Mengawali 
tahun 2023 
(Februari) lalu, 
Badan Anggaran 
(Banggar) DPR 
RI mengunjungi 
Provinsi Daerah 
Istimewa 
Yogyakarta. 

Wakil Ketua Banggar DPR Cucun 
Ahmad Syamsurijal meninjau alokasi 
penggunaan dana keistimewaan 
Yogyakarta (DIY) atau biasa disebut 
danais 2023. Danais mendapatkan 
tambahan dana sebesar Rp100 miliar.

“Diharapkan penambahan 
kucuran danais yang diberikan 
bisa lebih berkualitas untuk 
mendukung proses pembangunan 
dan meningkatkan layanan publik 
di wilayah pemerintah daerah 
se-Provinsi DIY,” Kata Cucun. Hadir 
dalam pertemuan itu Wakil Gubernur 
DIY KGPAA Paku Alam X dan 
jajaran pemerintah daerah di ruang 
pertemuan Kantor Gubernur DIY.

Penerimaan Pajak Sumut 
Diharapkan Meningkat

Maret silam, Wakil Ketua Banggar 
DPR RI Muhidin M. Said mendorong 
agar penerimaan perpajakan dan 
bea cukai di Sumatera Utara (Sumut) 
perlu terus ditingkatkan. Harapan 
ini untuk mendukung penerimaan 
negara secara nasional. “Penerimaan 
perpajakan dan bea cukai di Sumut 
I dan II perlu terus ditingkatkan. 
Momentum pemulihan ekonomi 
dan potensi penerimaan yang masih 
sangat besar di Sumut perlu terus 
dioptimalkan,” ungkap Muhidin.

Kepala Kanwil Bea Cukai 
Sumut Parjiya mengungkapkan, 
harga komoditas internasional 
memengaruhi penerimaan bea 
masuk dan bea keluar. Penerimaan 
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Bea dan Cukai cenderung 
mengalami penurunan, hal ini 
disebabkan harga referensi CPO 
yang jauh lebih rendah dari tahun 
sebelumnya. CPO berpengaruh 
secara signifikan terhadap total 
penerimaan. “Kanwil Bea Cukai 
Sumut perlu mengantisipasi kondisi 
tersebut agar tidak berdampak 
terhadap penerimaan sektor 
perpajakan di Sumut,” pungkasnya.

Menghadapi 
Ketidakpastian Global

April lalu, Wakil Ketua Banggar 
DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono 
optimistis dengan kemampuan 
moneter Indonesia. Meski begitu ia 
meminta tetap waspada menghadapi 
ketidakpastian global yang terjadi 
terutama pasca runtuhnya Silicon 
Valley Bank (SVB) beberapa waktu 
lalu. 

“Bisa dikatakan kita cukup 
optimis, tapi sekali lagi, kita juga 

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin M. Said saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Gedung Keuangan 

Negara, Kota Medan.
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harus tetap waspada dengan 
apa yang terjadi akhir-akhir ini 
melihat (runtuhnya) SVB benar-
benar mengguncang dan menjadi 
alarm bagi kita dan negara-negara 
berkembang,” kata Ibas pada rapat 
Banggar dengan para pakar. Rapat 
ketika itu membahas dampak 
kebijakan moneter internasional 
terhadap suku bunga, nilai tukar, dan 
Inflasi.

Banggar Setujui 
Tambahan Anggaran 4 
Kemenko

Juni lalu, Banggar DPR RI 
memberikan persetujuan terhadap 
usulan penambahan pagu indikatif 
anggaran tahun 2024 untuk 
empat kementerian koordinator 
(Kemenko) sebesar Rp398, 5 miliar. 
Ketua Banggar Said Abdullah 
menyampaikan ini Juni lalu. Keempat 
Menko hadir, yaitu Menko Bidang 
Perekonomian, Menko Bidang Politik, 

Mengawal Dana Keistimewaan
Yogyakarta
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BLT Akibat El Nino
Oktober lalu, Ketua Banggar 

DPR RI Said Abdullah menilai, 
penggratisan pajak perumahan 
dan BLT akibat el nino tidak cukup 
untuk mengatasi masalah yang 
muncul di tengah masyarakat. 
Rencananya dua program tersebut 
akan digelontorkan pemerintah 
pada akhir 2023 ini. Presiden Jokowi 
sebelumnya mengumumkan 
pemerintah akan menanggung 100 
persen Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) untuk transaksi rumah seharga 
di bawah Rp2 miliar dalam rentang 
November - 2023 sampai Juni 2024 
mendatang.

“Namun kami perlu ingatkan 
pemerintah bahwa program tersebut 
tidak cukup menyelesaikan masalah 
pokok yang dihadapi rakyat. Masalah 
fundamental kita adalah kebutuhan 
pangan dan minyak bumi yang 
ditopang dari impor negara lain, 
dan ketergantungan penggunaan 
Dolar Amerika Serikat (AS) dalam 
pembayaran internasional,” ujar Said. 

Kerja Sama Perdagangan 
dengan Inggris

Hubungan kerja sama 
perdagangan dan investasi antara 
Indonesia dan Inggris terus 
mengalami perkembangan yang 
positif dan terbuka lebar untuk 
terus ditingkatkan dalam beberapa 
tahun ke depan. Terlebih, saat ini 
Inggris termasuk salah satu negara 
yang memiliki investasi terbesar di 
Indonesia. Demikian mengemuka 
saat delegasi Banggar DPR 
berkunjung ke gedung Parlemen 
Inggris yang dipimpin Syarief 
Abdullah Alkadrie.

“Kami menilai kerjas ama 
perdagangan dan investasi antara 
Inggris dan Indonesia sudah 
berlangsung sejak lama dan selalu 
mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun. Oleh sebab itu, 
sudah saatnya kerja sama ini perlu 
diperluas ke berbagai sektor,” ujar 
Syarief. mhPimpinan delegasi Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie dalam Kunjungan Kerja ke Parlemen Inggris, 

London, membicarakan kerja sama perdagangan dan investasi.
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Hukum dan Keamanan, Menko 
Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, dan Menko Bidang 
Kemaritiman dan Investasi.

“Dari sisi kebutuhan, usulan pagu 
tidak ada yang tidak bisa kita terima. 
Banggar memastikan keempat 
Menko mendapat tambahan 
anggaran pada September, ketika 
APBN diketok di Badan Anggaran,” 
kata Said. Kemenko Polhukam 
mendapat tambahan Rp91,96 miliar, 
Kemenko Perekonomian Rp40,26 
miliar, Kemenko PMK Rp189,89 
miliar, dan Kemenko Marves 
Rp76,39 miliar.

Mengapresiasi 
Perpajakan

Juli lalu, Banggar mengapresiasi 
kinerja pemerintah pada 
sektor perpajakan. Di tengah 
gempuran isu miring terkait 
perpajakan, pemerintah masih 
bisa mempertahankan kinerja 
penerimaan perpajakan. Realisasi 
penerimaan pajak pada akhir Juni 
2023 mencapai Rp970,2 triliun atau 
56,5 persen dari target. 

Penerimaan pajak tumbuh 9,9 
persen dibanding periode yang 
sama tahun lalu. Penerimaan 
pajak ditopang oleh PPh Badan 

yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan 
PPN dalam negeri yang tumbuh 
19,5 persen (yoy). “Padahal pada 
tahun-tahun sebelumnya, kinerja 
penerimaan cukai senantiasa 
melebihi target, dan menopang 
pendapatan negara,” ungkap Said 
Abdullah, Ketua Banggar.

Mengapresaisi 
Perwakilan BI Tokyo

Wakil Ketua Banggar Muhidin 
Muhammad Said menyatakan, 
kehadiran Kantor Perwakilan Luar 
Negeri (KPwLN) Bank Indonesia 
(BI) di Tokyo diharapkan semakin 
memperkuat hubungan ekonomi 
dan keuangan Indonesia-Jepang. 
Muhindin menyampaikan ini saat 
memimpin delegasi Banggar ke 
Tokyo, September lalu. 

Peran KPwLN BI di Tokyo 
sangat vital dan strategis. Selain 
sebagai perwakilan BI juga 
merupakan panggung depan 
dalam menampilkan potensi 
ekonomi dan investasi Indonesia. 
“Kita berharap Kantor Perwakilan 
BI Tokyo memainkan peran yang 
lebih strategis, terutama untuk 
meningkatkan kerja sama keuangan, 
moneter, dan perdagangan antara 
Indonesia dan Jepang”, jelas Muhidin.
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Mengawali 
tahun 2023, 
Badan Legislasi 
(Baleg) DPR RI 
terus mencari 
titik temu atas 
dua RUU, yaitu 
RUU Pendidikan 
Kedokteran dan 
RUU Kesehatan. 

Di lain pihak juga ada RUU Praktik 
Kedokteran. Ketua Baleg Supratman 
Andi Agtas mengemukakan, kedua 
RUU memiliki kebutuhan yang sama. 
Untuk itu, dicari titik temu, apakah 
RUU Pendidikan Kedokteran bisa 
dimasukkan ke RUU Kesehatan.

Dia mengatakan, pembahasan 
RUU Kesehatan masih panjang, 
karena akan ada tukar pikiran di 
tingkat Panja. “Ini, kan, baru awal. 
Nanti kita bertukar pikiran saat di 
tingkat Panja. Ini masih panjang, 
baru proses awal. Saya yakin bahwa 
posisi kita (Baleg) jelas, karena diberi 
mandat dan diberi tugas untuk 
menyusun naskah RUU ini dan 
kita harus menyelesaikan itu,” kata 
Supratman. 

Baleg Sosialisasi 
Prolegnas

Baleg mulai gencar 
menyosialisasikan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) kepada 
masyarakat, agar diketahui progres 
semua RUU yang sedang dibahas 
di dapur legislasi DPR. Sosialisasi 
pada Februari 2023 lalu dimulai ke 
Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua Baleg 
Achmad Baidowi mengemukakan, 
tujuan sosialisasi ini, agar 
masyarakat mengetahui rencana 
pembentukan hukum yang akan 
mengatur kehidupan masyarakat 
sekaligus menyerap aspirasi 

masyarakat.
“Terselenggaranya 

pembahasan RUU yang masuk 
dalam daftar Prolegnas RUU 
Prioritas Tahun 2023 dan Prolegnas 
RUU Perubahan Keempat Tahun 
2020-2024 sesuai dengan arah 
kebijakan pembangunan nasional 
dan terwujudnya undang-undang 
yang aspiratif, memenuhi kebutuhan 
hukum masyarakat,” ujar Baidowi.

RUU PPRT Inisiatif DPR
Maret lalu, Wakil Ketua Baleg 

Willy Aditya percaya bahwa 
pengesahan RUU Perlindungan 
Pekerja Rumah Tangga (PPRT) 
menjadi RUU inisiatif DPR akan 
mengisi kekosongan hukum atas 
status pekerja rumah tangga. 
Menurutnya, PRT sebagai pekerja 
dalam UU No.13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan membuat 
pembahasan RUU PPRT menjadi 
penting. Hadirnya RUU ini akan 
memberi kepastian hukum terhadap 

hubungan kerja antara PRT, pemberi 
kerja, dan negara.

Politisi Fraksi Partai Nasdem 
itu menganggap bahwa sektor 
PRT merupakan sektor yang 
sangat rawan. Kenyataan bahwa 
pekerjaannya berada di ruang 
domestik membuat akses 
perlindungan PRT menjadi sangat 
terbatas. Untuk itu, penting RUU ini 
hadir dan menjadi payung hukum 
yang kokoh bagi para PRT.

Keterwakilan Perempuan 
di Komisi Yudisial

Mei silam, Anggota Baleg Luluk 
Nur Hamidah menyinggung posisi 
perempuan yang ada di lembaga 
publik atau pemerintah. Unsur 
representasi perempuan minimal 30 
persen harus hadir dalam pengisian 
Komisi Yudisial.

“Saya akan terus mengingatkan 
dan tidak akan lelah mengingatkan 
bahwa posisi yang ada di lembaga 
publik ataupun pemerintahan 

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Willy Aditya saat berfoto bersama usai menerima audiensi dengan 40 Pekerja Rumah 

Tangga (PRT) di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Maret lalu.
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Mencari Titik Temu
Dua RUU
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harus mempertimbangkan unsur 
representasi perempuan, minimal 
30 persen. Representasi perempuan 
itu juga bisa kita hadirkan dalam 
pengisian Komisi Yudisial ini dan 
termasuk juga komisi yang lain,” 
tutur Luluk.

Menanti Kehadiran RUU 
KIA

Anggota Baleg Luluk 
Nur Hamidah menjelaskan, 
kesejahteraan ibu dan anak sangat 
urgen dalam melahirkan SDM 
unggul bagi negara. Oleh sebab 
itu, RUU Kesejahteraan Ibu dan 
Anak (KIA) hadir untuk memastikan 
beban-beban yang selama ini 
dirasakan perempuan dapat diambil 
alih oleh negara dan masyarakat 
dalam RUU tersebut. 

“Di mana negara? Padahal, 
negara sangat membutuhkan 
hadirnya perempuan di dalam 
negaranya. Padahal, jika sudah ada 
kelahiran di negara ini, bangsa ini 
akan berhenti dan tidak ada lagi 
yang namanya kelahiran,” ungkap 
Luluk, Juni lalu.

27 RUU Kabupaten/Kota 
Dibahas

Pada Juli lalu, Baleg terus 

mengharmonisasi 27 RUU 
Kabupaten/Kota. Perubahan atas 27 
kabupaten/kota tersebut,didasari 
oleh beberapa hal. Diantaranya, 
pembentukan UU pada 27 
kabupaten/kota tersebut masih 
menggunakan UU RIS dan UU 
Darurat, sehingga perlu disesuaikan 
dengan Undang-Undang Dasar 
NRI Tahun 1945 dan peraturan 
perundang-perundangan lainnya.

Anggota Baleg Charles 
Meikyansyah megatakan, setidaknya 
ada lima dasar yang melatari 
perubahan 27 RUU Kabupaten/Kota 
tersebut. Dasar perubahan lainnya, 
lanjut Charles, adalah harus sejalan 
dengan UU No.23/2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.

RUU Migas Jadi Inisiatif 
DPR

RUU Migas resmi menjadi usul 
inisiatif DPR RI setelah Baleg dan 
Komisi VII menyepakatinya. RUU 
ini merupakan perubahan kedua 
atas UU No.22/2001 tentang Migas. 
Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi, 
September lalu, menyampaikan, 
berdasarkan aspek teknis, substansi 
dan asas pembentukan perundang-
undangan, RUU Migas dapat diajukan 
sebagai RUU usul inisiatif DPR RI.

“Namun demikian Panja 
menyerahkan sepenuhnya kepada 
rapat pleno, apakah rumusan 
RUU hasil harmonisasi yang 
telah dihasilkan oleh Panja dapat 
diterima,” papar Baidowi.

RUU Pilkada Jadi Inisiatif 
DPR

Oktober silam, RUU Pilkada 
juga jadi usul inisiatif DPR RI. 
RUU ini merupakan perubahan 
keempat atas UU No.1/2015 tentang  
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Wali Kota. Salah satu poin krusial 
yang disepakati adalah memajukan 
pelaksanaan Pilkada dari bulan 
November 2024 menjadi bulan 
September 2024.

Ketua Baleg Supratman Andi 
Agtas mengatakan, RUU ini untuk 
memperkuat sistem presidensial. 
Selama ini, pemerintah selalu 
disibukkan oleh pelantikan 
para kepala daerah yang tidak 
bersamaan. Kelak, hubungan antara 
presiden, gubernur, wali kota, dan 
bupati bisa dilantik serentak di 
seluruh Indonesia. 

Bahas RUU Jakarta
November lalu, Baleg) DPR 

kembali menggelar Rapat Panja 
Penyusunan RUU tentang 
Daerah Khusus Jakarta (DKJ). 
Rapat beragendakan mendengar 
perubahan substansi setelah Panja 
melakukan RDPU dengan beberapa 
pakar hingga kelompok masyarakat 
Betawi.  

“Baleg telah melakukan RDPU 
dengan sejumlah pakar. diantaranya, 
pakar sosial, pakar pemerintahan 
dan otonomi daerah, pakar hukum 
tata negara, dan perwakilan 
masyarakat adat Betawi. Saat ini 
kita dengarkan hasil singkronisasi 
dari tenaga ahli dan masukan 
bapak ibu. Ini juga saatnya bapak 
ibu memberikan catatan kembali,” 
ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI, 
Achmad Baidowi saat memimpin 
rapat. mh 

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas usai memimpin rapat pleno Baleg DPR RI secara resmi menyepakati RUU Tentang 

Perubahan Keempat Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi usulan inisiatif 

DPR.
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BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Badan 
Akuntabilitas 
Keuangan 
Negara 
(BAKN) DPR 
RI menggelar 
sosialisasi 
cukai hasil 
tembakau (CHT) 

dengan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) di Bandung, Januari 2023 
silam. Ketua BAKN Wahyu Sanjaya 
mengungkapkan, ada temuan 
berulang terhadap permasalahan 
CHT, karena perusahaan rokok belum 
memahami sepenuhnya soal ini. 
Wahyu menyerukan agar BPK terus 
mengawasi CHT ini.

Ada kenaikan CHT yang mesti 
diketahui besaran tarifnya untuk 
perusahaan pengeloha hasil 
tembakau. Menurut Wahyu, perlu 
perencanaan jangka panjang, 
sehingga perusahaan dapat membuat 
rencana jangka panjang atas produksi 
hasil tembakau. Sebab, dalam 
beberapa dialog yang disampaikan, 
perusahaan rokok berharap kenaikan 
cukai dapat diinformasikan dengan 
terencana. Misalnya, tahun ini lima 
persen, tahun depan lima persen, 
tahun berikutnya juga lima persen. 
Jadi, perusahaan bisa mengantisipasi.

BAKN Bahas DBHCHT
Februari lampau, BAKN 

menggelar pertemuan dengan 
Pemerintah Provinsi Banten dan 
otoritas bea cukai bandara Soekarno-
Hatta, membahas Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). 
Dikatakan Ketua BAKN Wahyu 
Sanjaya, DBHCHT di Banten terlalu 
kecil bila dibanding luasnya wilayah 
Banten. Perlu ada perbaikan regulasi 
menyangkut hal ini.

“Perlu ada perbaikan peraturan 
Kementerian Keuangan terkait 

pemanfaatan DBHCHT ini, sehingga 
daerah yang merupakan penghasil 
DBHCHT dengan daerah konsumen 
bisa mendapatkan perlakuan yang 
seimbang. Jadi, tidak dipukul sama 
rata antara daerah penghasil dan 
daerah penerima terkait masalah 
DBHCHT,” kata Wahyu. DBHCHT 
yang diterima Bea Cukai Soekarno 
Hatta hanya Rp680 juta. Bila dibagi 10 
persennya untuk dana pengawasan, 
itu tidak cukup dengan cakupan luas 
wilayah Banten. 

Pengawasan PMN
BAKN DPR mendiskusikan 

soal penyertaan modal negara 
(PMN) dengan para akademisi 
dari Universitas Andalas, Padang, 
Sumatera Barat, Maret lalu. Kriteria 
pengucuran PMN bagi sejumlah 
BUMN pun dibahas. Dari hasil 
diskusi ini, BAKN bisa memberikan 
rekomendasi bagi DPR ke mana PMN 
ini sebaiknya disalurkan.   

Anggota BAKN Hendrawan 
Supratikno menyatakan, setelah 
dikucurkan, pemanfaatan PMN harus 

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin pertemuan dengan BPK di Bandung, Jawa Barat, Januari lalu.
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dievluasi sejauh mana efektivitasnya. 
Di Andalas, BAKN diterima Wakil 
Rektor IV Hefrizal Handra yang 
didampingi Direktur Keuangan 
Suhanda dan Fauzan Misra. 
Universitas Andalas sendiri baru kali 
ini meriset PMN bagi BUMN dan 
hasilnya kelak diserahkan kepada 
BAKN. 

Evaluasi PMN
Sekali lagi, BAKN menggelar 

pertemuan membahas PMN. Kali 
ini pembahasan dilakukan di PT. 
Krakatau Steel, Cilegon, Banten, 
Mei silam. Ada hasil pemeriksaan 
BPK soal ini. Dalam ikhtisar hasil 
pemeriksaan semester (IHPS) I 
Tahun 2022, Kementerian BUMN 
belum sepenuhnya melakukan 
pengendalian atas pengelolaan 
beberapa program yang dibiayai 
PMN tahun 2015-2019. Sehingga, 
tujuan pemberian PMN belum 
tercapai sesuai roadmap BUMN 
2015-2019. 

Hal tersebut mengakibatkan 
potensi terjadi keterlambatan dalam 

Sosialisasi Cukai Rokok
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pemerintah terkait pemberian PMN 
terhadap masing-masing BUMN.” 

Bulog Jadi BLU
Agustus silam, Ketua BAKN 

DPR RI Wahyu Sanjaya mendorong 
agar Bulog menjadi Badan Layanan 
Umum (BLU) ketimbang menjadi 
BUMN. Wacana ini dilontarkannya 
lantaran Perum Bulog kerap 
mengalami kesulitan memperoleh 
keuntungan (profit). 

Di sisi lain, Perum Bulog juga 
memiliki utang senilai Rp7 triliun 
yang digunakan untuk menalangi 
pembelian beras yang diinisiasi 
Badan Pangan Nasional (Bapanas). 
Dan PMN yang diperoleh Bulog saat 
ini juga sulit dimanfaatkan untuk 
menjaga ketahanan pangan. Bulog 
mendapat PMN sebesar Rp5 triliun 
tahun 2015-2016. PMN dimanfaatkan 
untuk peningkatan kapasitas usaha 
pengelolaan (beras, gabah, jagung, 
dan kedelai), 

Perhatian pada BUMN 
Maritim

September lalu, Anggota BAKN 
DPR RI Amir Uskara mengapresiasi 
kinerja keuangan PT PELNI (Persero), 
PT Industri Kapal Indonesia 
(Persero), dan PT ASDP Indonesia 
Ferry (Persero). Menurutnya, kinerja 
keuangan dari tiga perusahaan 
BUMN yang bergerak di sektor 
maritim sudah menunjukkan hasil 
yang cukup bagus.

Namun, ia menyayangkan 
sikap pemerintah yang kurang 
memberi perhatian terhadap tiga 
perusahaan pelat merah tersebut. 
Ia mencontohkan keadaan armada 
kapal di PT PELNI yang rata-rata 
berusia di atas 25 tahun. “PT Pelni 
punya 26 kapal yang usianya 
rata-rata di atas 25 tahun. Saya 
kira ini bisa berbahaya untuk 
kepentingan masyarakat terutama 
para pengguna,” ungkapnya saat 
menggelar pertemuan dengan 
BUMN maritim di Sulawesi Selatan. 

mh

Ketua BAKN DPR RI Wahyu Sanjaya saat memimpin kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT. Krakatau Steel di Cilegon. 

Anggota BAKN DPR RI Amir Uskara saat mengikuti rapat dengan Perwakilan Kementerian Keuangan, DJKN, Kementerian 

Perhubungan, dan stakeholder terkait lainnya di Makassar. 
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penyelesaian pekerjaan dan tujuan 
pemberian dana PMN menjadi tidak 
tercapai dalam roadmap dan RKAP 
masing-masing BUMN. Demikian 
diungkapkan Ketua BAKN Wahyu 
Sanjaya saat memimpin kunjungan 
kerja BAKN ke PT. Krakatau Steel. 

BAKN Pantau PMN
Juni lalu, BAKN memantau 

langsung penggunaan dana PMN 
untuk tiga BUMN, yaitu PT Kereta 
Api Indonesia (KAI), PT. Hutama 
Karya, dan PT. Wijaya Karya. Selain 
dengan tiga BUMN itu, pertemuan 

juga digelar bersama Kemenkeu dan 
Kemen BUMN di Bandung, Jabar. 
BAKN seperti disampaikan ketuanya, 
Wahyu Sanjaya berkepentingan 
menelaah laporan hasil pemeriksaan 
BPK soal PMN ini.

Dalam pertemuan tersebut, 
Wahyu menyoroti PT. KAI yang 
mendapat beban penugasan dari 
pemerintah yang cukup berat, salah 
satunya terkait Kereta Cepat Jakarta 
Bandung (KCJB). “Saya berharap, 
BAKN bisa mengambil kesimpulan 
terkait langkah-langkah ke depan 
yang perlu diwaspadai dan dilakukan 
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BADAN KERJA SAMA ANTAR-PARLEMEN

Januari 2023 
silam, Ketua 
Badan Kerja 
Sama Antar-
Parlemen 
(BKSAP) 
DPR RI Fadli 
Zon terpilih 
memimpin 

Sidang Konsultasi Grup Asia di 
Forum Parlemen Negara-negara 
OKI atau Parliamentary Union of 
OIC (PUIC). Sejumlah negara Asia 
yang tergabung dalam grup ini 
mendiskusikan ihwal representasi 
Asia di sejumlah organ strategis 
PUIC.

DPR RI sendiri berhasil 
menduduki keanggotaan di 
berbagai organ PUIC, yaitu Komisi 
Eksekutif, Komisi Politik dan Luar 
Negeri, HAM dan Keluarga, dan 
Komisi Budaya dan Dialog Antar-
Peradaban. Selain itu, DPR RI 
bersama parlemen Iran terpilih 
sebagai Anggota Ad-Hoc Komisi 
Muslim Minoritas yang bertugas 
menangani berbagai tantangan 
muslim minoritas di seluruh dunia 
termasuk masalah Islamophobia. 

Stabilitas Kawasan 
ASEAN

Pada Februari lampau, 
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon 
mengatakan, diplomasi parlemen 
sangat penting untuk mewujudkan 
stabilitas di kawasan ASEAN. 
Saat itu sudah dua tahun krisis 
kemanusiaan terjadi di Myanmar 
dan menyebabkan lebih dari satu 
juta masyarakat minoritas Rohingya 
hidup dalam ketakutan, diskriminasi, 
dan penindasan.

“Kita tidak boleh double 
standard dalam memandang krisis 

ini, karena penghormatan terhadap 
hak asasi manusia (HAM) bagi setiap 
individu adalah prinsip yang inklusif, 
tidak peduli ras, suku, pandangan 
politik, maupun agamanya,” papar 
Fadli. DPR RI terus mendorong 
diplomasi parlemen untuk 
mewujudkan stabilitas regional di 
kawasan dan mendorong demokrasi 
di Myanmar, sehingga krisis 
kemanusiaan dapat segera diakhiri. 

GOPAC Perangi Korupsi
BKSAP DPR RI menyerukan 

Organisasi Parlemen Dunia 
Anti-Korupsi (GOPAC) aktif 
mempromosikan pentingnya peran 
dan keterlibatan parlemen dalam 
memerangi korupsi global. Ketua 
BKSAP DPR Fadli Zon menyampaikan 
ini pada Parliamentary Dialogue on 

UNCAC dan Annual General Meeting 
yang berlangsung di Doha, Qatar, 
Maret 2023 silam. Fadli yang juuga 

Wakil Ketua Antikorupsi GOPAC 
memimpin dialog parlemen tentang 
20 tahun Konvensi Antikorupsi PBB 
(UNCAC),

Resolusi PBB 8/14 yang 
diadopsi pada Conference of the 

State Parties (CoSP) UNCAC sesi 
ke-8 tahun 2019 juga menegaskan 
bahwa parlemen dan anggota 
parlemen memiliki peran kunci 
dalam pemberantasan korupsi. 
“Kami mengharapkan kemitraan 
yang lebih kuat dan strategis antara 
parlemen dengan pemerintah, 
organisasi masyarakat sipil, 
mitra internasional dan lembaga 
pembangunan untuk memperkuat 
peran dan kapasitas parlemen 
dalam bidang ini,” tutur Fadli.

Perlindungan untuk Al 
Quds

Pertemuan Ketua BKSAP DPR 
Fadli Zon dengan Sheikh Hamid 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (kiri) saat memimpin Sidang Konsultasi Grup Asia di Forum Parlemen Negara-negara OKI atau 

Parliamentary Union of OIC (PUIC), Januari lalu.
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Ketua BKSAP Pimpin Konsultasi
Grup Asia
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Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon saat pertemuan dengan Ketua Umum Perkumpulan Ulama Irak, Profesor Sheikh Hamid Abdul 

Aziz Al-Sheikh Hamd, di Kota Baghdad, Irak
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Al Ahmar dan Liga Parlemen 
Untuk Al-Quds (The League of 
Parliamentarians for Al-Quds), April 
lalu, melahirkan komitmen untuk 
perlindungan kompleks Masjid Al-
Aqsa dan melanjutkan perjuangan 
kemerdekaan Palestina.

“Kita semua setuju bahwa 
organisasi kita harus mengambil 
peran utama dalam masalah ini. 
Pasalnya, organisasi tersebut secara 
khusus berfokus pada Al-Quds 
termasuk kompleks Al-Aqsa. Oleh 
karena itu, kita harus sedikit lebih 
maju dari lembaga parlemen mana 
pun dalam menanggapi masalah 
ini,” ujar Fadli April lalu.

Observer Amandemen 
Konstitusi Uzbekistan

BKSAP DPR RI secara khusus 
diundang sebagai observer 

internasional pada Nationwide 

Referendum on Amendments to 

the Constitution of Uzbekistan di 
Tashkent, Uzbekistan, Mei 2023 
lampau. Uzbekistan ketika itu ingin 
mengamandemen konstitusinya 
yang sudah mencapai 65 persen 
perubahan.

”Pada referendum ini, 
masyarakat Uzbekistan secara 
langsung akan menentukan 
amandemen konstitusi Uzbekistan 
yang diperbaharui sebesar 65 
persen. Ketua Komite Anti-
Korupsi dan Yudisial Parlemen 
Uzbekistan, Hon. Jahongir Shirinov, 
menginformasikan perubahan 
jumlah pasal dalam konstitusi akan 
meningkat dari 128 menjadi 155, 
serta penambahan UU dari 275 
menjadi 434,” ungkap Fadli.

Komitmen AIPA Ciptakan 
Perdamaian

Pada Sidang Umum ke-
44 ASEAN Inter-Parliamentary 
Assembly (AIPA) di Jakarta, 
Agustus lalu, ada komitmen 
kuat dari negara-negara ASEAN 
untuk menciptakan perdamaian 
kawasan. Tema AIPA waktu itu, 

Responsive Parliaments for a Stable 

and Prosperous ASEAN. Ketua DPR 
RI Puan Maharani menyampaikan, 
waktu penyelenggaraan Sidang 
Umum AIPA ke-44 ini sangat tepat, 
karena diadakan saat meruncingnya 
ketegangan akibat persaingan 
kekuatan besar di kawasan.

Sidang Umum AIPA ke-44, selain 
Indonesia juga dihadiri sembilan 
ketua parlemen ASEAN. AIPA ini 
dihadiri pula 18 negara observer dan 
sembilan organisasi internasional. 
AIPA membahas pembangunan 
ekonomi hijau melalui energi 
terbarukan di ASEAN sebagai 
dukungan bagi penanganan krisis 
iklim. 

Resolusi Untuk Gaza
Ketua BKSAP Fadli Zon kembali 

memimpin delegasi Indonesia ke 
sidang IPU ke-147 di Luanda, Angola, 
Oktober lalu. Pada pertemuan 
ini, Fadli menyampaikan usulan 
rancangan resolusi berjudul Stopping 

the War dan Violations of Human 

Rights in Gaza.  Usulan resolusi ini 
didukung 60,2 persen parlemen, 
namun belum mendapatkan dua per 
tiga suara.

Sikap anggota parlemen 
dunia dalam IPU terbelah, antara 
yang mendukung Palestina dan 
mendukung Israel. Pada umumnya 
negara-negara Asia, Afrika, dan 
Timur Tengah mendukung Palestina. 
Negara Barat dan sebagian Amerika 
Latin mendukung Israel. 

Temui Ulama Irak
Ketua BKSAP DPR Fadli Zon 

menggelar pertemuan dengan 
Ketua Umum Perkumpulan Ulama 
Irak, Profesor Sheikh Hamid Abdul 
Aziz Al-Sheikh Hamd, di Kota 
Baghdad, Irak, November lalu, Ia 
menyampaikan, Indonesia kerap 
memberikan dukungan tiada 
terputus untuk membela Palestina 
dari kekerasan peperangan yang 
dilakukan Israel. 

“Kita berharap Palestina segera 
berdaulat dan merdeka. Kita juga 
mengecam tindakan brutal yang 
dilakukan oleh Israel yang telah 
banyak memakan korban lebih dari 
11.000 orang yang sebagian besar 
adalah perempuan dan anak-anak,” 
ungkap politisi Fraksi Gerindra 
itu kepada Parlementaria usai 
pertemuan.  rnm/mh
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Badan Urusan 
Rumah Tangga 
(BURT) DPR 
RI memulai 
pengawasannya 
pada Januari 
2023 silam 
dengan 
mengunjungi 

RS. Bali Royal Hospital. Pengawasan 
ini dilakukan untuk memantau 
pelaksanaan jaminan kesehatan 
utama (Jamkestama) bagi para 
anggota dewan di RS tersebut. PT. 
Asuransi Jasindo sebagai penyedia 
layanan Jamkestama mendapat 
apresiasi dari Wakil Ketua BURT 
Novita Wijayanti.

“Kami datang ke sini untuk 
memastikan bahwa asuransi Jasindo 
sebagai pelaksana Jamkestama yang 
bekerja sama dengan RS provider 
untuk memberikan pelayanan 
Jamkestama bagi Anggota DPR dan 
keluarganya berjalan dengan baik. 
Untuk RS BROS ini alhamdulillah 
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BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

kami belum menemukan kendala. 
Mereka telah memberikan layanan 
terbaiknya,” nilai Novita.

Kunjungi RS Bethsaida 
Tangerang

BURT DPR RI meninjau rumah 
sakit (RS) Bethsaida di Kabupaten 
Tangerang, Banten, Februari lalu. 
Kunjungan ini dipimpin Ketua 
BURT DPR Agung Budi Santoso 
untuk melihat dari dekat layanan 
Jamkestama bagi anggota DPR dan 
keluarganya. Agung mengatakan, 
BURT menjalankan fungsi krusial 
pengawasan ini lantaran aspek 
kesehatan merupakan hak melekat 
yang dimiliki oleh para anggota 
DPR RI beserta keluarga yang diatur 
dalam undang-undang.

“Yang penting adalah kami 
mendapatkan informasi tambahan 
yang luar biasa bahwa rumah sakit 
ini sudah layak dan representatif 
untuk melayani anggota DPR 
beserta keluarga. Bagi kami, layanan 

Wakil Ketua BURT DPR Novita Wijayanti saat memimpin Tim Kunker BURT mengunjungi RS Bali Royal Hospital (BROS) di 

Provinsi Bali, Januari lalu.
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unggulan yang diberikan juga sesuai 
dengan yang dibutuhkan,” ucap 
Agung. 

BURT Apresiasi RS Pondok 
Indah

Maret lalu, Wakil Ketua BURT DPR 
RI Achmad Dimyati Natakusumah 
memimpin delegasi BURT RS Pondok 
Indah Bintaro, Tangerang Selatan, 
Banten. RS ini telah menyediakan 
ruang VVIP yang memadai bagi para 
anggota DPR dan keluarganya bila 
ingin mengakses layanan kesehatan. 

“Setelah mendengar pemaparan, 
keunggulannya ada di dental gigi 
dan ortopedi yang begitu bagus 
dan lengkap. Ternyata patut menjadi 
rekomendasi kepada anggota dan 
juga keluarganya, termasuk para 
pejabat lain. Jadi, saya nilai ini rumah 
sakit yang bagus bisa digunakan 
apabila ada keluhan kesehatan,” ujar 
politisi Fraksi PKS ini.

Kunjungi RS Hermina, 
Wonogiri

Mei silam, delegasi BURT 
dipimpin Agung Budi Santoso 
mengunjungi RS Hermina, Wonogiri, 
Jawa Tengah. Agung menyampaikan, 
penting bagi RS Hermina Wonogiri 
mempunyai database anggota 
dan keluarganya serta terjalinnya 
hubungan yang baik antara rumah 
sakit dengan PT Asuransi Jasindo. 

Delegasi BURT kemudian 
melakukan hospital tour untuk 
melihat dari dekat kualitas kamar, 
ketersediaan sarana dan prasarana, 
ruang rawat inap tertinggi, 
kelengkapan, dan kemoderenan 
dari alat kesehatan RS Hermina 
dalam memberikan pelayanan. “Di 
sini kami lihat kamarnya luar biasa 
baik, bagus, dan bersih. Ini gedung 

BURT Kunjungi Bali Royal
Hospital
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melihat langsung berbagai fasilitas, 
sarana, dan prasarana RS Panti Rapih 
ini dan saya menilai sangat layak 
menjadi RS rujukan untuk program 
Jamkestama. 

Politisi PKS ini menambahkan 
bahwa RS Panti Rapih memiliki nilai 
sejarah perjuangan. Dahulu RS ini 
digunakan untuk merawat pahlawan 
nasional Panglima Jenderal Sudirman. 
Hal tersebut bisa dilihat di salah satu 
sudut ruangan VVIP rumah sakit yang 
pernah digunakan untuk merawat 
Jenderal Sudirman dan diabadikan 
dengan sebuah monumen lengkap 
dengan tulisan puisinya.

BURT Tinjau Gedung Parkir 
DPR

Oktober lalu, Ketua BURT Agung 
Budi Santoso meninjau langsung 
pembangunan gedung parkir sepeda 
motor dan fasilitas kantin baru 
bernama Kantin Demokrasi. Kedua 
fasilitas tersebut berada di dalam 
kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Agung mengungkapkan, akhir 
tahun ini gedung parkir rampung 
dibangun dan tahun depan baru 
bisa dimanfaatkan. “Saat ini sudah 
80% (progesnya). Setelah bangunan 
jadi dan digunakan, diharapkan 
pengaturan parkir sepeda motor 
karyawan maupun tamu dapat 
berjalan dengan baik,” ujarnya. 
rnm/mh

Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah saat meninjau langsung sarana dan prasarana RS Panti Rapih 

Yogjakarta, September lalu.

Ketua BURT Agung Budi Santoso saat meninjau langsung pembangunan gedung parkir sepeda motor dan fasilitas kantin.
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baru dan pemandangannya sangat 
menyejukkan, karena menghadap 
hutan kecil,” ungkap Agung.

BURT Apresiasi RS 
Permata, Bekasi

BURT DPR RI mengapresiasi RS 
Permata Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, 
Juni lampau, atas kinerja layanan 
Jamkestama. Wakil Ketua BURT 
Novita Wijayanti melihat langsung 
fasilitas kesehatan yang dimiliki RS 
ini. 

Novita menilai, RS Permata 
Cibubur telah memenuhi standar 
pelayanan untuk para peserta 
Jamkestama. “Rumah Sakit Permata 
Cibubur adalah rumah sakit yang 
sangat memenuhi standar. Kamarnya 
ada 133 dan mengejar target untuk 
200 kamar. Ini posisinya juga sangat 
strategis dan sudah berdiri selama 
20 tahun. Ini menjadi salah satu 
rumah sakit rujukan bagi kita dan 
direkomendasikan untuk semuanya,” 
kata Anggota Komisi V DPR RI ini.

Kunjungi RS Siloam 
Balikpapan

Wakil Ketua BURT DPR RI Nasril 
Bahar mengunjungi RS. Siloam 
Balikpapan, Kalimantan Timur untuk 
melihat kondisi RS yang menjadi 
mitra Jasindo, Juli lampau. Ia 
menilai, fasilitas di RS Siloam cukup 
memadai, namun perlu mengikuti 
perkembangan teknologi terkini. 

“Setelah kita kunjungi kelihatannya 
standar fasilitas dan peralatan cukup 
memadai.”

Nasir berharap, semua RS yang 
menjadi mitra Jasindo harus memiliki 
teknologi media yang ter-update 
untuk mencukupi kebutuhan pasien 
Jamkestama. “Kita berharap mitra 
Jasindo ini tidak ketinggalan dalam 
melengkapi seluruh kebutuhan 
medisnya.

RS Panti Rapih 
Yogyakarta Diapresiasi

September lalu, Wakil Ketua 
BURT Achmad Dimyati Natakusumah 
menilai RS Panti Rapih Yogyakarta 
mendapat apresiasi, karena sangat 
layak melayani program VVIP 
Jamkestama. “Tadi kami sudah 
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Mengawali 
tahun 2023, 
Majelis 
Kehormatan 
Dewan (MKD)
DPR RI 
menggelar 
sosialisasi 
fungsi, tugas, 
wewenang, 

termasuk tanda nomor kendaraan 
bermotor (TNKB) milik para anggota 
DPR RI ke DPRD Jawa Barat. Ketua 
MKD DPR Adang Daradjatun 
memaparkan, sosilisasi ini penting 
dilakukan untuk memahami kerja 
MKD. Para wakil rakyat juga memiliki 
hak imunitas dalam bekerja.

Adang juga mengungkapkan 
bahwa TNKB bagi Anggota DPR 
RI merupakan hak protokoler yang 
diatur dalam UU No.17/2014 tentang 
MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI dan 
DPRD). TNKB itu juga diberikan, 
agar masyarakat mudah mengawasi 
anggota DPR. Dengan TNKB 
khusus ini, lanjut Adang, justru akan 
meningkatkan kinerja para wakil 
rakyat dalam menjalankan tanggung 
jawab dan tugas konstitusionalnya. 

Seminar Pemilu
Pada Maret lalu, MKD menggelar 

seminar nasional bertajuk 
Menyongsong Kontestasi Demokrasi; 
Mencari Wakil Rakyat yang Bervisi, 
Bernurani, dan Berparadigma Etis. 
Seminar ketika itu ditujukan untuk 
mengedukasi masyarakat agar 
memilih para wakilnya dengan baik. 

“Pemilu 2024 mendatang menjadi 
ajang kontestasi untuk mencari 
wakil rakyat yang bernurani dan 
berparadigma etis. Tidak hanya 
memilih calon wakil rakyat yang 
disajikan partai politik, melainkan 
memilih calon wakil rakyat yang 
mampu memahami arti dan makna 
dari rakyat itu sendiri,” ungkap Ketua 

MKD Adang Darojatun saat membuka 
seminar. Hadir sebagai pembicara 

Romo Magnis Suseno, J Kristiadi, 
Abdul Chair Ramadhan, Rachmat 
Badja, dan Yulianto Sudrajat.

Sosialisasi TNKB
MKD terus menyosialisasikan 

TNKB ini ke beberapa DPRD di 
seluruh Indonesia. Pada Maret lalu, 
giliran MKD berkunjung ke DPRD 
Jawa Timur. Ketua MKD Adang 
Daradjatun memaparkan, TNKB 
khusus bagi anggota DPR RI bukan 
berarti diistimewakan, tapi bertujuan 
memenuhi aturan protokoler. 

Publik bisa mengawasi langsung 
driver atau pemilik kendaraan anggota 
DPR RI. Tingkah laku sopir anggota, 
bahkan, bisa diawasi publik. 

Sosilaisasi Hak Imunitas
April silam, MKD DPR RI menggelar 

sosialisasi hak imunitas anggota 
dewan. Anggota MKD Sartono 
Hutomo menjelaskan, keberadaan hak 
imunitas ini penting disosialisasikan 
kepada DPRD di setiap daerah untuk 
melihat perbandingan antara wakil 

rakyat di pusat dan daerah. Hak 
imunitas yang melakat pada anggota 
DPR RI ini tak menghalangi publik 
untuk menyampaikan kritik tajamnya 
kepada DPR. 

“Sosialisasi ini 
untuk mempersiapkan 
dan mentransformasikan keputusan 
sementara MKD DPR RI perihal 
hak imunitas, supaya mereka 
(DPRD) kritis, tetap menyampaikan-
permasalahan rakyat,” pungkasnya.

Mengantisipasi Surat 
Kaleng

Ketua MKD Adang Daradjatun 
pada kunjungannya ke DPRD 
Surakarta, Jawa Tengah, Juli lalu, 
menyampaikan, jelang pemilu 
serentak 2024, ada fenomena surat 
kaleng yang kerap dilayangkan ke 
kalangan anggota dewan. Isinya tentu 
ingin memfitnah atau menyebarkan 
berita bohong tentang seseorang.

“Kami mengingatkan para 
penegak hukum, baik kepolisian, 
kejaksaan, dan lainnya, akan 
muncul fenomena surat kaleng 
menjelang pemilu serentak 2024 
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M A J E L I S  K E H O R M A T A N  D E W A N

Ketua Mahkamah Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun saat membuka Seminar MKD DPR RI di Jakarta, Maret lalu.
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Sosialisasi Tupoksi MKD
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mendatang. Tentu saja tujuannya 
tidak lain untuk menjatuhkan orang 
lain yang notabene merupakan 
lawan politiknya, dengan cara yang 
tidak etis, tidak fair atau tidak baik. 
Sehingga, akan menguntungkan 
posisi dirinya atau calon yang 
diusungnya,” ungkap Adang.

Oleh karenanya, politisi dari fraksi 
PKS ini berharap agar para penegak 
hukum untuk bersikap bijak, dengan 
tidak langsung bertindak. Namun, 
terlebih dahulu diperiksa dengan 
seksama berita tersebut disertai 
pengumpulan bukti-bukti yang jelas.

Imron Amin Dilantik
Juli 2023, Anggota F-Gerindra 

DPR RI dilantik sebagai Wakil Ketua 
MKD. Wakil Ketua DPR RI Sufmi 
Dasco Ahmad melantik Imron Amin 
menggantikan Habiburokhman. 
Imron menyampaikan, akan terus 
melanjutkan tugas-tugas MKD 
dengan tetap menjaga marwah DPR. 
”Tetap kita menjalankan apa yang 
menjadi agenda-agenda di MKD dan 
kita tetap menerima semua laporan-
laporan yang masuk di MKD. Tapi, 
laporan itu tetap kita verifikasi, secara 
berkas dan administrasi, serta bisa 
dilanjutkan atau tidak,” katanya.

Pelantikan diakhiri dengan 
penyerahan palu sidang sebagai 
tanda Imron Amin resmi menjabat 
Waki; Ketua MKD yang baru. Imron 

sendiri merupakan Anggota Komisi 
XI DPR RI. Pria kelahiran tahun 1987 
ini, merupakan legislator Dapil Jawa 
Timur XI.

MKD Kunjungi DPRD 
Yogyakarta

MKD DPR kembali menggelar 
sosialisasi, September silam. Kali ini 
ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta 
terkait tugas, fungsi, dan wewenang 
MKD DPR RI. Selain itu, TNKB khusus 
DPR  juga disosialisasikan. Bahkan, 
hak imunitas anggota dewan juga 
disosialisasikan, sesuai Pasal 20 
UUD NRI 1945 dan Pasal 224 UU 
No.17/2014 tentang MPR DPR 
DPD dan DPRD. Selain itu ada UU 
No.23/2014 tentang Pemerintah 

Daerah yang mengatur hak imunitas 
anggota DPRD.

“Siang ini kami hadir dalam rangka 
sosialiasi bagaimana mekanisme 
anggota DPR RI maupun DPRD 
melakukan jaga diri, dalam konteks 
bagaimana menjaga etika kehormatan 
dan marwah dewan. Apapun juga 
kita mewakili masyarakat, kita harus 
memiliki etika dan sikap yang baik. 
Apalagi, kita adalah orang-orang 
terpilih,” kata Ketua MKD Adang 
Darajatun di hadapan para anggota 
DPRD Yogyakarta. 

Penghargaan MKD
September 2023, Ketua 

MKD Adang Darojatun memberi 
penghargaan khusus kepada Ketua 
Banggar DPR RI Said Abdullah atas 
dedikasinya sebagai anggota DPR dan 
Ketua Banggar DPR. Penghargaan ini 
diberikan MKD untuk anggota dewan 
yang dinilai berkinerja baik. 

Usai menerima penghargaan, 
Said Abdullah mengemukakan, 
“Rasanya masih banyak anggota DPR 
lainnya yang lebih pantas dan lebih 
layak menerima MKD Award 2023 
ini ketimbang saya. Saya melihat 
penghargaan ini sebagai amanah 
besar. Ada tanggung jawab yang 
harus konsisten saya jalani dengan 
seluruh keluarga besar DPR RI, untuk 
senantiasa menjaga marwah lembaga 
ini.”  rnm/mh 

Imron Amin usai dilantik sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi 

Dasco Ahmad di Ruang MKD, Nusantara I, Jakarta, Juli lalu.

Ketua MKD Adang Darojatun memberi penghargaan khusus kepada Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah pada MKD Award 

2023, Jakarta, September lalu.
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Mengawali tahun 
2023, Sekretariat 
Jenderal 
(Setjen) DPR 
RI menerima 
lima nominasi 
penghargaan 
dalam 
Government 

Social Media 

Summit (GSMS) tahun 2022 di 
Perpustakaan Nasional, Jakarta. 
Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, 
Setjen, Indra Pahlevi yang menerima 
penghargaan, menyatakan, prestasi 
ini menjadi anugerah sekaligus 
tantangan bagi DPR RI, khususnya di 
biro yang dipimpinnya.

Pada GSMS tersebut, salah 
satu kanal berita DPR RI, Media 
Sosial DPR RI masuk ke dalam lima 
nominasi yang bersaing dengan 
berbagai lembaga pemerintah di 
Indonesia. Kelimanya adalah kategori 
Winner Most Active (lembaga), Finalis 

Best Campaign (lembaga), Finalis 

Best Performance in G20 

Campaign (lembaga), Finalis Best 
Use of Video (lembaga), dan Finalis 

Best Account (lembaga).

Membangun Kerja Sama 
Taspen

Februari lalu, Sekretaris Jenderal 
(Sekjen) DPR RI Indra Iskandar 
mengungkapkan, pihaknya bersama 
PT Taspen Kanwil DKI Jakarta 
telah menjalin kerja sama untuk 
memberikan dana pensiun bagi 
PPNASN (Pegawai Pemerintahan 
Non Aparatur Sipil Negara) di 
lingkungan Setjen DPR RI. Termasuk 
pula kerja sama dana pensiun untuk 
TA (Tenaga Ahli) dan SAA (Staf 
Administrasi Anggota).

Komitmen besar Sekjen saat awal 
memimpin Setjen DPR RI, yakni ingin 
meningkatkan indeks kebahagiaan 
seluruh pegawai dan karyawan 
Setjen DPR RI. Setiap insan berhak 
bahagia. Sehingga, jika rencana 
pemberian pensiun bagi PPNASN 

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi (kiri) mewakili Media Sosial DPR RI saat menerima penghargaan di 

Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, November lalu.
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terwujud, ia meyakini kesejahteraan 
dan kebahagiaan PPNASN akan 
semakin meningkat.

UPZ Setjen Diresmikan 
Unit Pelaksana Zakat (UPZ) 

Sekretariat Jenderal DPR RI 
diresmikan pada Maret 2023 lalu. UPZ 
akan memfasilitasi dan memudahkan 
para pegawai Setjen DPR RI 
membayar zakat. Secara simbolis 
UPZ dibuka dengan pemukulan 
rebana oleh Ketua Komisi VIII DPR 
RI Ashabul Kahfi, didampingi Wakil 
Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily, 
dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

“Mengingat Baznas ini berkaitan 
dengan dana zakat, zakat perlu 
dikelola dengan profesional sesuai 
kaidah-kaidah yang berlaku. 
Pengelolaan zakat yang profesional 
dan akuntabel akan meningkatkan 
kepercayaaan para pembayar zakat 
dan kemanfaatan yang luas bagi para 
penerima manfaat,” ujar Indra.

Sosialisasi Struktur 
Organisasi 

Setjen DPR RI menggelar 
Sosialisasi Struktur Organisasi 
Sekretariat DPR RI, April lalu. 
Sosialisasi ini menjadi ruang 
perkenalan sekaligus pendalaman 
mengenai perubahan struktur 
organisasi Setjen DPR RI berdasarkan 
Peraturan Sekretaris Jenderal 
(Persekjen) DPR RI Nomor 3 Tahun 
2023.

Sekjen DPR RI Indra Iskandar 
menyatakan, perubahan struktur 
ini sebagai bentuk komitmen 
menghadapi perubahan yang terjadi 
di era digital. Sejumlah perubahan 
yang dilakukan di antaranya adalah 
Pusat Penelitian kini menjadi Pusat 
Analisis Legislatif, Pusat Pelatihan 

Menerima Lima Nominasi
Penghargaan
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“Kami ingin mengetahui sejauh 
mana hal-hal yang berkaitan dengan 
kesiapan IKN, karena DPR harus 
mempersiapkan diri dengan berbagai 
skenario kemungkinan,” ujar Indra 
di Balikpapan, Kaltim. Ia berharap, 
komplek gedung parlemen yang 
baru nanti dapat digunakan dengan 
maksimal sejalan dengan visi Setjen 
DPR RI, mewujudkan Parlemen 
Modern.

Tuan Rumah Harmusindo 
2023

DPR RI menjadi tuan rumah 
peringatan Hari Museum Indonesia 
2023 (Harmusindo 2023) yang 
mengusung tema ’Kolaborasi dan 
Sinergi’. Harmusindo kali ini diikuti 
29 museum, galeri, perpustakaan 
dan kearsipan di Lobby Gedung 
Nusantara, Oktober lalu. Anggota 
DPR RI Putu Supadma ikut hadir pada 
pembukaan Harmusindo.

Putu menginbau DPR membuka 
pintu bagi masyarakat umum yang 
ingin menghadiri pameran maupun 
acara Harmusindo 2023. “Hari ini 
tercermin bagaimana kolaborasi 
dan sinergi itu terwujud. DPR, satu 
lembaga yang selama ini wilayahnya 
sangat ketat dijaga. Tapi, hari ini 
terbuka untuk masyarakat,” ujar Putu 
yang juga Ketua Umum Asosiasi 
Museum Indonesia.  rnm/mh

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (kanan) saat bertukar cenderamata usai menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan 

Otorita IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, September lalu.
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dan Pendidikan (Pusdiklat) menjadi 
Pusat Pengembangan Kompetensi. 
Ia menegaskan perubahan yang 
bersifat spesifik tersebut diharapkan 
dapat mempercepat pencapaian 
target program kerja.

Penghargaan Kinerja 
Anggaran

Mei lalu, Setjen DPR RI menerima 
penghargaan peringkat keempat 
kementerian/lembaga berkinerja 
terbaik kategori Pagu Sedang Tahun 
Anggaran 2022 dari Kementerian 
Keuangan. Setjen DPR RI capai 
indeks kinerja anggaran sebesar 
94,71 dengan predikat Sangat Baik 
sepanjang tahun 2022. Sekjen DPR RI 
Indra Iskandar, menyatakan capaian 
ini menjadi acuan bagi Setjen DPR 
RI untuk akselerasi yang lebih baik 
dalam pelaksanaan anggaran yang 
berkualitas.

“Kalau dulu kita sudah 
melaksanakan capaian itu tentu ke 
depan pelaksanaan anggaran yang 
berkualitas itu harus menjadi satu 
semangat bersama bagi semua unit 
yang ada di Sekretatiat Jenderal,” 
harapnya.

Mendukung Timwas Haji
Memasuki bulan haji, Juni lalu, 

Setjen DPR mendukung penuh kerja 
Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR, 
agar pengawasan lebih maksimal 
demi terwujudnya perbaikan 
pelayanan haji di Indonesia. Sekjen 
DPR RI Indra Iskandar menegaskan, 
Timwas Pelaksanaan Haji DPR RI 
tahun 2023 ini dipersiapkan dengan 
lebih matang dari tahun-tahun 
sebelumnya.

Untuk menyokong kinerja 
pengawasan Timwas Haji tersebut, 
Setjen DPR sudah menyiapkan 
pembagian tugas, jadwal, 
identifikasi masalah awal, dan 
agenda pertemuan dengan Amirul 
Hajj Menteri Agama RI Yaqut Cholil 
Qoumas. Salah satu yang disiapkan 
juga adalah materi sorotan khusus 
Timwas, yaitu soal pelayanan bagi 

jemaah haji lansia.

Pembekalan Magang
Sekjen DPR RI Indra Iskandar 

memberi pengarahan kepada 
para peserta Magang di Rumah 
Rakyat pada Agustus lalu. Magang 
ini merupakan kegiatan kampus 
merdeka yang digelar di Hotel 
Trembesi, Tangerang Selatan. 
Kegiatan kampus merdeka ini 
diharapkan memperkuat perspektif 
para mahasiswa dalam memahami 
tugas dan fungsi DPR yang selama ini 
hanya dipelajari melalui literatur.

“Saya kira DPR mendapatkan 
impact terhadap kegiatan ini. Tentu 
yang lebih penting bahwa mereka 
yang mewakili kaum muda bisa 
melihat sebenarnya bagaimana DPR 
bekerja dalam mengambil kebijakan 
publik di berbagai sektor,” ucap Indra. 

Persiapan Perpindahan 
IKN

DPR RI menjadi salah satu 
lembaga negara yang harus 
mempersiapkan diri pindah ke Ibu 
Kota Nusantara di Kalimantan Timur. 
Sekjen DPR pun meninjau kesiapan 
infrastruktur yang sedang dibangun. 
Pada September lampau, Sekjen DPR 
menggelar rapat koordinasi dengan 
Otorita IKN untuk memastikan 
persiapan perpindahan. 
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